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Perlhal Perbaikan Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas SIStem Keuangan untuk Penanganan
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Dengan hormat,
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Kesemuanya adalah kuasa hukum, me inilih do misili hukum dialan Tebet Timur Dalam VlllQ

No. I Jakarta Seiatan. Beadasarkan dua Surat Kuasa Khusus Yang keduanya bertangga1 22 Iuni
2020 dalam halini bertindak bersama-sama ataupun sendiri sendiri untuk dan at as nama

Yayasan Penguatan Painsipasi, InisIatif, dan Kernitraan
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Dalam halini diwakili Dieh

Nama

Jabatan

A1amat

: Direktur Eksekutif

11. Gandaria No. 2 RT. 05 RW. 01 Cigadung, Cibeunying
Kaler, Kota Bandung

Untuk seianjutnya disebut sebagai. ...............

Desiana Samosir

Kotabumi, 06 Desember 1985
: Peneliti

Jl. M Shaleh RT/RW 00/1003 Kel. Suka Menanti, Kec.
Bukit Kernuning, Kab. Lampung Utara
IndonesiaKewarganegaraan

Untuk selanjutnya disebut sebagai. .,,........................,.......,.........,....... PEMOHON 11

Muhammad Maulana

Jakarta, 07 Desember 1985
Peneliti

11. Pramuka I No. 49 RT/RW 01/12 Kel. Mainpang, Kec
Pancoran Mas, Kota Depok 16433

: IndonesiaKewarganegaraan
Untuk selanjutnya disebut sebagai. ..........,.....

Syamsuddin Allmsyah
Bulukumba, 08 November 1975
Peneliti

Jl. Raya Semplak Perum BogorView 2 Residence B RT/RW
0121005 Kel. Cilendek Barat, Kota Bogor Barat

: IndonesiaKewarganegaraan
U ntuk seianjutnya d isebut sebagai. ..,....

2 Nama

Tempat, tanggallahir
Pekerjaan
A1amat

: Fronsisca FitriKurnia Sri

3 Nama

Tempat, tanggallahir
Pekerjaan
A1amat

a.
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4 Nama

Tempat, tanggallahir
Pekerjaan
A1amat

................, PEMOHON I

Untuk selanjutnya, seiuruh Pemohon disebut PA. RA PEMOHON. Para Pemohon

tergabung dBlam A1iansi Advokasi untuk Keuangan Negara Konstitusional (A1iansi Akar

Konstitusi). Para Pemohon dengan ini mensajukan permohonan pengujian formil dan materiil

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus 015eose 2019 (CowD-191
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi An caman yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas SIStem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Lampirannya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1.34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1,945").
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PEMOHON 1/1

... PEMOHON N
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I. Bahwa Pasa! 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 mengamanatkan: "Kekuoson

kehokimon dilokukon o1eh sebuoh MohkomohAgung don bodonperodilonyong berodo

of bowohnyo dojom lingkungon perudilon urnum, lingkungon perodilon ogomo,
lingkungon perudilon minter, lingkungon perodilon to to usoho negoro, don o1eh sebuoh

Mohkomoh Konstitusf'. Mengemban amanat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman,

beadasarkan Pasa1 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu wewe nang Mahkamah Konstitusi

(seianjutnya disebut "MK") Ialah untuk mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir

yang putusnnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar;

.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, MK mein punyai kewenangan untuk me Iakukan

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut
dilandaskan pada Pasa1 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang"Undang
Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi(selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi") 10,
Pasa1 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (seianjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyebutkan
bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertaina dan terakhir

Yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun
'945;

3. Bahwa terdapat dua bentuk pengujian undang-undang Yang dilakukan MK, yaitu

pengujian materIil dan pengujian formi!. Mengacu pada Pasa1 4 ayat (2) Peraturan MK
Nomor: 061PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-

Undang (selanjutnya disebut "PMK No. 061PMK/2005"), pengujian materiil
didefinisikan sebagai: "... pengujion undong-undong yong berkenoon dengon moren

inuoton dojom oyot, POSoj don/otou bogion undong-undong yong dionggop

bertentongon dengon UUD 1945". Halini bererti, dalam pengujian materill, MK tidak

saia dapat mengujikan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang, melainkan
pula seluruh bagian dari kerangka atau sistematika undang-undang dan perppu Yang

terdiri at as: (1) judu1; (2) pembukaan; (3) batang tubuh; (4) penutup; (5) penjelasan;
dan (6) lampiran, Yang merupakan satu kesatuan Yang tak terpisahkan dalam undang-

undang, sebagaimana chiabarkan daiam Lampiran 11 Undang-Undang Nomor 1.2 Tahun
201.1tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

*

.

Halaman 3 dari 7:1

,

,



,

4. Bahwa perihal pengujian formil, halini dirumuskan dalam Pasa1 4 ayat (3) PMK No

061PMK/2005, yaitu pengujian UU Yang berkenaan dengan proses pembentukan UU
dan hal-hallain Yang tidak termasuk pengujian materill sebagaiman dimaksud ayat (2);

5. Bahwa selain itu, sebagai pelindung konstitusi(the quordion of the constitution), MK

berhak memberIkan penafsiran terhadap ketentuan hukum agar seialan dengan nilai-

nilai konstitusi. MK merupakan penafsir tunggal atas konstitusionalitas pasal-pasal
dalam undang-undang dan perppu (the sole interpreter of the constitution). 01eh sebab

itu, MK dapat dimohonkan penafsiran terhadap pasal-pasal Yang meiniliki in akna

am bigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir. Berdasarkan yurisprudensi putusan MK, MK

kerap menyatakan pasal dalam undang-undang bersifat konstitusional bersyarat
(conditiono11y constitutiono1), sepanjang dimaknai sesuai tatsir MK seperti daiam

Putusan MK Nomor 1471PUU-V11/2009, tangga1 30 Maret 2010 atau inkonstitusional
bersyarat (conditionoily uriconstitutionol), sepanjang tidak dimaknai sesuai tafsir MK

seperti dalam Putusan MK Nomor 41PUU-V11/2009, tangga1 24 Maret 2009;

I

6. Bahwa daiam perkara o quo, Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas

secara formil dan materiil. Pada pengujian formil, prosedur konstitusional pengesahan

Perppu telah disimpangi dengan tidak adanya keterlibatan DPD dan rapat virtual yang
berpotensi dihadiri tidak secara konkret, Di SISilain, pada pengujian materii!, obiek Yang

diujikan, yaitu: Iudul; Pasal I ayat (3); Pasa1 2 ayat (1) huruf a angka I, angka 2, dan
angka 3; Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka 2; Pasa1 2 ayat (1) huruf f; Pasa1 2 ayat IT) huruf

g; Pasa! 3 ayat (2), Pasa1 4 ayat (1) huruf a; Pasa1 4 ayat (2); Pasa1 5 ayat (1) huruf a dan

huruf b; Pasa1 6; Pasa1 7; Pasa1 9; Pasa1 10 ayat (1) dan ayat (2); Pasa1 12 ayat (1); Pasal
16 ayat (1) huruf c; Pasa1 19; Pasa1 23 ayat (1) huruf a; Pasa1 27 ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3); serta Pasa1 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I. Tahun 2020

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corono Virus 015eose 2019 (CoylD"19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SIStem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 2 Tahun 2020").

Pengujian Judul dan Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 merupakan obiek pengujian

materiil Yang merupakan satu kesatuan Yang tak terpisahkan daiam undang-undang.

Tidak berhenti sampai di situ, seiumlah pasal dalam pengujian o quo menimbulkan

ketidakpastian hukum, me Iahirkan penafsiran yang am bigu, tidak jelas, dan multitafsir
serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para Pemohon dan
warsa negara pada urnumnya, sehingga dibutuhkan penafsiran bersyarat dariMK untuk

menjaga konstitusiona!it as UU o quo;

I

I .

7. Bahwa beadasarkan argumentasi chatas, MK berwenang untuk memeriksa, mengadili,
dan meinutus permohonan o quo karena permohonan in I merupakan permohonan uji
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formil dan materiil UU No. 2 Tahun 2020 dan Lampirannya terhadap UUD 1,945,
sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, UU Kekuasaan
Kehakiman.

8. Bahwa salah satu fungsi fundamental MK iaiah mengawal dan menjaga hak-hak

konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi inariusia. Dalam halini, MK

me mastikan bahwa tidak ada produk hukum legislasi in aupun perppu Yang mencederai

hak-hek Konstitusionai Yang meIekat pada warga negara. Dengan kesadaran in I, Para

Pemohon meinutuskan untuk mengujikan konstitusionalitas UU No. 2 Tahun 2020

beserta lampirannya;

. .

9. Bahwa Pasa1 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur, "Pemohon odoloh pihok

yong mengonggop hok don/otou kewenongon konstitusionolnyo dirugikon o1eh

berlokunyo undong-undong, yoitu.
o, perorongon worgo negoro Indonesio, '
b. kesotuon inOSyorokot hukum odor seponjong inOSIh hidup don sesuoi dengon

perkembongon inOSyorokot don prtnsip Negoro Kesotuon Republik In donesio yong
dioturdolom undong-undong,

c. bodon hukum publik otouprivot;
d. Iembogonegoro.

Selanjutnya, penjelasan Pasa1 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Yong

dimoksud dengon hok konstitusionol odoloh hok-hok yong diotur do loin Uuo 1945";

D . .

10. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 0061PUU-1/1/2005 dan Putusan MK Nomor

111PUU-V/2007, MK menentukan 11ma syarat mengenai kerugian konstitusional Yang

dimaksud dalam Pasai 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

o. horus odo hok don/atou kewenongon konstitusiGnolPemohon yong diberikon oreh
Uuoi945;

b. hok don/otou kewenongon konstitusionoltersebut dionggop ternh dirugikon o1eh
berlokunyo undong-undong yong dimohonkon pengu/'ion, '

c. kerugion hok don/otou kewenongon konstitusionoltersebut belsjfot spesffik don
oktu04 setidok-ti'doknyo bersjfot potensio/ yong menurut penoloron yong woj'or
dopotdipostikon okon tenod,

d. odo hubungon sebob okibot (cousol verbond) ontoro kerugion hok don/otou
kewenongon konstitusionol dengon undong-undong yong dimohonkon pengu/'ion, .
don

e. odo kernungkinon bohwo dengon dikobulkonnyo permohonon, inoko kerugion hok
don/otou kewenongon konstitusionol yong dido111kon tidok okon'otou tidok 1091
redodi;.

*
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, 1.1, Bahwa seiain kelima syarat of atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga

menyebutkan seiumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan o1eh MK
dalam Putusan MK Nomor 271PUU-V11/2009, "Don proktik Mohkomoh (2003-2009),

perorongon WNl, terutomo pemboyorpojok itax payer, vide Putuson Nomor003/PUU-
72003) betoogoiososiosidon NGO/LSMyong concern techodopsuotu Undong-Undong

demikepentingonpublik, bodon hukum, pemerintoh doeroh, Iembogo negoro, don loin-
loin, o1eh Mohkomoh dionggop memilkilegalstanding untuk mengojukonpermohonon

pengL!lion, boik formil moupun motoril Undong-Undong techodop Undong-Undong
DOSor1945";

1.2, Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat

kernbali daiam Putusan MK Nomor 0221PUU-XII/2014, Yang menyebutkan bahwa
"Worgo inOSyorokot pemboyor polok (tax payers) dipondong meminki kepentingon

sesuoidengon POS0151 UU Nomor24 Tobun 2003 tentong Mobkomoh Konstitusi. Hol

ini sesuoi dengon odogium 'no taxation without participation' don seboliknyo 'no

participation without tax"'. MK mengungkapkan, "Setiop worgo negoro pemboyor
polok meinpunyoi hok konstitusionol untuk meinpersoolkon setiop undong-undong".

Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 361PUU-XV1/2018 dan Putusan MK
Nomor40/PUU-XVi/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (toxpoyer) perlu

menjelaskan adanya keterkaitan logis dan cousol verbond bahwa pelanggaran

konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya

dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (toxpoyer);

.

13. Bahwa khusus untuk pengujian formil, MK daiam Putusan MK Nomor 271PUU-V11/2009,

tangga1 16 Juni 2010 telah memberikan pedoman tentang legolstonding pemohon
untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD
1945. Dalam putusan tersebut, URUran atau pedoman kedudukan hukum pemohon

daiam pengujian formil me in punyai karakteristik Yang tidak sama dengan pengujian

materill. 01eh karena itu, persyaratan legolstonding yang telah ditetapkan o1eh MK

dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK

tersebut menukilkan bahwa syarat legol stonding daiam pengujian formil undang-

undang adalah Pemohon meinpunyai hubungan pertautan Yang langsung dengan

undang-udang Yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan
pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat
dengan adanya kepentingan dalam pengujian materill Rarena tentu saia akan

menghambat para pencari keadilan Uustitio bellen), yaitu pemohon Yang dimaksud

dalam Pasa1 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, termasu!; Para Pemohon, untuk
mengajukan pengujian secara formil;

,

"
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14. Bahwa dalam permohonan o quo, terdapat empat pemohon, yaitu Yayasan Penguatan

Partisipasi, In isiatif, dan Kernitraan Masyarakat Indonesia IYAPPll<A) at au Pemohon I
sebagai pemohon badan hukum privat serta pemohon perorangan Warga Negara

Indonesia (WNl), yaitu Desiana Samosir(Pemohon 1/1, Muhammad Maulana (Pemohon
1/1), dan Syamsuddin A1imsyah (Pemohon IV) Yang seluruhnya tergabung dalam A1iansi

Advokasi untuk Keuangan Negara Konstitusional(Ajiansi Akar Konstitusi);

15. Bahwa pada dasarnya, kekhawatiran pemohon mengenai keberlakuan UU o quo

merupakan an coman terhadap hak konstitusionalwarga negara pada urnumnya karena

SIfatnya Yang universal dan berdampak Iuas bagi publik. Secara fundamental, pengujian

undang-undang o quo berangkat dari kekhawatiran para pemohon terkait pengelolaan
anggaran negara untuk penanganan Covid-19 dan agenda terselubung di ballknya

berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 dan lampirannya. Kekhawatiran ini dilandaskan pada
alasan bahwa (1) ruang lingkup UU o quo meIuas, tidak hanya untok menyelesaikan
krisis akibat pandemi Covid-19, tetapijuga untuk krisis ekonomilainnya yang tidak ada

hubungannya dengan pandemi CDVid-19; (2) UU o quo tidak mencerminkan dasar

hukum pengelolaan keuangan negara yang konstitusiona1; (3) menegasikan fungsi dan

kewenangan pengawasan Iembaga perwakilan rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan,
Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, dan publik secara Iuas serta me legalisasi

praktik korupsilumbung dana penanganan bencana; dan (4) berpotensi menimbulkan

penyalahgunaan dan ketidaktepatan penggunaan dana Yang digelontarkan untuk
penanganan pandemi Covid-19;

I

1.6. Bahwa seiain itu, proses pembentukan UU o quo pun melanggar konstitusi, sebab
menihilkan peran DPD dalam proses pembahasan untuk mengesahkan atau tidak

mengesahkan Perppu No. I Tahun 2020 dan kehadiran virtual dan kuorum

pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pengesahan Perppu No. ITahun 2020

menjadi undang-undang berpotensi tidak dihadiri secara konkret, Apabila dibiarkan,

praktik demikian dapat menjadi preseden buruk dalam perumusan undang-undang ke
depan, yaitu kontraproduktif dengan sendi-sendi demokrasi, negara hukum, dan

kedaulatan rakyat;

I
.

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

17.8ahwa Pemohon I adalah Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat UsM) Yang turnbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan

keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didIrikan atas dasar moralitas dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 3,945 daiam rangka turut serta

mewujudkan terlaksananya sistem demokratisasi dalam tatanan kehidupan bemegara

Pemohon I me iniliki visi untuk terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, inaridiri,
dan berkebajikan dalam mein perluangkan hak-hak warga. Untuk mewujudkan visi

a
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tersebut, Pemohon I me iniliki misi untuk:(1.1 mengembangkan Yappika sebagai wahana
pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan secara terus-
menerus; (2) me Iakukan penguatan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam
rangka mein bangun kernandirian, kewarganegaraan, dan kebajikan publik; (3)
meIakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat; (4)
me in perluangkan lingkungan yang kondusif bagitumbuh kernbangnya masyarakat sipil
Yang sehat. Aktivitas Pemohon I berfokus di bidang SOSial dan kernanusiaan;

18. Bahwa Pasa1 3 Anggaran Dasar (selanjutnya disebut "AD") mengatur untuk mencapai
in aksud dan tujuannya Pemohon I menial an kan kegiatan sebagai berikut;
(1) Di bidang SOSial:

a. Meningkatkan pathsipasidan prekarsa rakyatdalam rangka pemberdayaan
masyarakat dalam bidang SOSial;

b. Meningkatkan tarafhidup masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal);
c. Mewujudkan pembangunan inariusia (humon development), atas dasar

prinsip kesetaraan antara Iaki-Iaki dan perempuan, dalam berbagai
dimensinya sehingga tercipta inariusia seutuhnya;

d, Mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan pada masyarakat daiam
bidang pendidikan;

e. Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Iembaga pendidikan,
keterampilan dan pelatihan baik formal in aupun non formal;
Mengadakan, menyelenggarakan, penelitian di bidang ilmu pengetahuan
mengenai kernasyarakatan, kernanusiaan, lingkungan hidup;

g. Mengadakan, menyelenggarakanstudibanding;
h. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasidan penyebaran informasi

dalam bidang pendidikan meIalui penerbitan buku-buku, media massa
elektronik in aupun nori elektronik;

(2) Dibidangkemanusiaan
Memberi bantuan kepada korban bencana alam;
Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat kekerasan (konflik);
Menyelenggarakan, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
(coinunity bosed rioturolheolth core);

d. Menyelenggarakandanmeningkatkan pendidikankerakyatan(civic^^"populor
educotion);
Memberikan perlindungan konsumen (consumersprotection);
Meningkatkan persahabatan antar bangsa dan keriasama internasional
daiam bidang kernanusiaan;
Mengadakan pelayanan kernanusiaan;
MeIakukan kegiatan kuniungan ke daerah-daerah, pertukaran informasi,
in agang dan bantuan teknis daiam bidang kernanusiaan;

I. Melestarikanlingkunganhidup; .
j, Menyelenggarakan, mengadakanseminar, 10kakarya, paineran pendidikan;

a.

b

C.

e.

f,

g.

h.
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1.9. Bahwa kontribusi Pemohon I dalam mengejawantahkan inaksud dan tujuan
sebagaimana termaksud dalam Pasa1 3 AD di atas misalnya dengan menyelenggarakan
aktivitas untuk mendorong tata kelola pemerintahan Yang baik, bersih, transparan, dan
akuntabel of bidang SOSial dan kernanusiaan, yaitu di antaranya sebagai berikut:

a. Program Sekolah Am an (#Safeschool) untuk berkontribusi pada pemenuhan hak
ariak atas infrastruktur pendidikan dasar yang lavak;

b. Program Promoting CivilSociet^led Initiotivesforlnclusive ond Quolity Educotion
in Indonesio (Pro-InQluEd) untuk meinpromosikan tata kelola Yang baik dan
akuntabilitas of sektor pendidikan chindonesia seialan dengan SDG4;

c. Menjadi koordinator jaringan Yang meIakukan advokasiisu pelayanan publik
be mama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik IMP3), seperti me Iakukan I'udiciol
review UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD ke MK dan advokasiimplementasi UU
Keterbukaan Informasi Publik;

d. Meinbentuk evidence-bused policy inoking meIalui partisipasi masyarakat via
LAPOR-SP4N untuk me in perbaiki kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik;

dan lain sebagainya;

I

20. Bahwa keterlibatan Pemohon I daiam pengujian ini merupakan upaya untuk
me inulihkan hak konstitusional pemohon Yang faktual atau setidak-tidaknya potensial
dilanggar akibat keberlakuan UU in I, yaitu

Pasa1 23 Ayat (1) UUD 1945: "An990ron pendopoton don belon/'o negoro sebogoi
wujuddonpenge/obon keuongon negoro diretopkonsetiop tohun dengon undong-
undong don diloksonokon secoro terbuko don bertonggung lowob untuk sebesor-
besornyo kernokmuron rokyot";
Pasa128CAyat(2) UUD 1945:"Setop orong berhokuntukmemoj'ukon dirtnyo dojom
meinpenuongkon hoknyo secoro kotoktjf untuk meinbongun in OSyorokot, bongso,
don negoronyo"; dan
Pasa1 280 Ayat (1) UUD 1945: "Setiop orong berhok otos pengokuon, 1'0mi;^on,
periliidungon, don kepostion hukum yong odil serto perlokuon yong somo
dihodopon hukum"

Upaya-upaya pemohon dalam mewujudkan misi organisasi untuk meinbangun
masyarakat, bangsa, dan negara di bidang 5051al dan kernanusiaan me Iaiui advokasi

kebijakan daiam rangka pemenuhan hak"hak dasar rakyat, terutama untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan terpinggirkan (marginal)(Pasa1 3 ayat

1/1 huruf b AD), mengadakan, menyelenggarakan, pembinaan pada masyarakat daiam

bidang pendidikan (Pasa1 3 ayat [I] huruf d AD), meningkatkan pelayanan kesehatan

masyarakat (Pasa1 3 ayat t21 huruf c AD), dan menyelenggarakan dan meningkatkan
pendidikan kerakyatan (Pasa1 3 ayat t21 huruf d AD) pada konteks penanganan wabah

Covid-19 serta untuk me in peroleh kepastian hukum dan pengelolaan keuangan negara

Yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran untuk sebesar-besarnya kernakmuran

rakyat menjadi terhalang dan terce'derai akibat ditetapkannYa UU No. 2 Tahun 2020
beserta lampirannya, terutama akibat berlakunya pasal-pasal sebagai berikut:

.

.

-
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Tabell

Alasan dan Hubungan Sebab Akibat Ketentuan yang Merugikan Pemohon I

.

I. Proses pembahasan tidak
melibatkan DPD dan rapat
virtual Yang berpotensi tidak
dihadiri secara Konkret

.

,
.

.

2.

.,

Iudul dan Pasal I ayat (3)
huruf b

. .

Kondisiini melanggar hak konstitusional pemohon
karena telah mengingkari upaya-upaya pemohon
untuk mengadvokasikan dan memengaruhi
penerapan good governonce, dalam hailni ketaatan
pada prosedur konstitusional penyusunan UU
penetapan Perppu

.

, .. 0.

3

Luasnya ruang lingkup UU o quo berpotensi
memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk
menialan kan tindakan-tindakan Iuar biasa terhadap
ancainan keuangan negara dan stabilitas 51stem
keuangan Yang tidak berkaitan dengan penanganan
pandemi Covid-19 dan implikasinYa, sehingga alokasi
keuangan negara untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan selama Covid-19 dan jaring pengaman
5051al bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
sebagai salah satu perhatian pelaksanaan tujuan
organisasi pemohon, berpotensi terabaikan.

I. Pasa1 2 ayat (1) huruf a
angka I, angka 2, dan angka
3;

2. Pasa1 2 ayat (1) huruf fjo
Pasai 16 ayat (1) huruf c dan
Pasa1 1.9;

3. Pasa1 2 ayat (1) huruf g

. .... , ..

I. Menghapuskan kontrol dari DPR dan DPD dengan
memberIkan kekuasaan yang besar bagi
pemerintah untuk menentukan batasan defisit
anggaran secara sepihak tanpa memerlukan
persetujuan DPR dan pertimbangan DPD,

2. Menghapuskan fungsi pengawasan dan fungsi
anggaran DPR daiam hal penerbitan SUN dan
SBSN serta mengancam indept^ridensi Bank
Indonesia karena didorong untuk mein beli surat
utang me Ialui pasar primer

3. Menghapuskan fungsi pengawasan dan fungsi
anggaran DPR, sebab pemerintah diberikan
keleluasaan secara sepihak untuk menentukan
sumber-sumber pembiayaan anggaran.

Mereduksi pengawasan Iembaga legislatif dapat
berujung pada kesewenang-wenangan dan tindakan
koruptif o1eh pelnerintah, sedangkan ancainan
terhadap independensi Bl berpotensi menjauhkan
dari tujuan pengelolaan kebijakan moneter untuk
keuangan negara yang konstitusiona1. 01eh karena
itu, pasal-pasal ini melanggar hak konstitusional
pemohon untuk mengadvokasikan dan mein peroleh
pengelolaan keuangan negara Yang akuntabel,
transparan, dan tepat sasaran untuk sebesar-
besarnya kernakmuran rakyat di masa pandemi
Covid-19.-

.

L
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4 Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka 2

5 I. Pasa1 4 aYat (1) huruf a 10,
Pasa1 5 huruf a dan huruf by

2. Pasa1 4 ayat (1) huruf b,
Pasa1 4 ayat (2), Pasa1 6, dan
Pasai 7;

3. Pasa1 9 serta Pasa1 10 ayat
(1) dan ayat (2)

Menghapuskan esensi dana abadi pendidikan,
padalah prioritas penganggaran pendidikan sangat
erat kaitanya dengan tujuan untuk mencerdaskan
kehidupan berbangsa. Hallni mengingkari dan
menghalangi upaya pemohon selama inI untuk
meIakukan pembinaan dan advokasi di bidang
pendidikan untuk rakyat

.

I. Memberikan keringanan pajak tanpa dibarengi
dengan Iarangan pHK akibat Covid-19 dan
keringanan pajak seinestinya tidak bersifat puku
rata bagisemua badan, me lainkan diatur dengan
skala paling tinggi sebesar 22%.

2. Pajak untuk Perdagangan MeIalui 51stem
Elektronik tidak memenuhi unsur kegentingan
Yang mein aksa terkait penanganan Covid-1.9 dan
seinestinya diatur di dalam suatu undang-undang
tersendiri agar Iebih komprehensif dan
memberikan kepastian hukum.

3. Menghendaki perubahan substansi undang-
undang kepabeanan dengan peraturan Meriteri

Pasalini melanggar hak konstitusional pemohon,
sebab menghambat dan meinpersulit upaya
pemohon untuk mengadvokasikan peningkatan taraf
hidup masyarakat miskin dan termarjinalkan a!<ibat
pHK. Selajn itu, aturan ini berpotensj menjmbulkan
pengelolaan palak dan bea Yang tidak memberIkan
kepastian hukum Yang adjl dan tidak seialan dengan
prinsip pengelolaan APBD untuk pelayanan publik,
sebagaimana terus diupaY. akan o1eh pemohon
me Iaiui aktivitas pemohon.

6. Pasa1 12 ayat (1)

.

7.

.

Pasa1 23 ayat (1) huruf a

Pasalini perlu dibarengi dengan pembentukan akun
rekening khusus penanganan Covid-19 agar
pemerintah Iebih optimal, tepat sasaran, transparan,
dan akuntabel dalam mengelola anggarari Covid-1.9.
Tanpa rekening khusus, aturan jin melanggar hak
konstitusional pemohon untuk meinperoleh
pengelolaan keuangan negara Yang akuntabel dan
transparan

.

.

Berpotensi disalahgunakan dengan meinaksa bank
Yang sehat untuk bergabung, meIebur, mengambil
alih, dan berintegrasi dengan bank bermasalah Yang
diakibatkan kesalahan pengurusan seiak awal, bukan
akibat pandemi Covid-1.9. Dengan demikian,
penggunaan APBN berpotensi disalahgunakan untuk
tindakan sepertiini dan pemohon pun tidak
me in peroleh pengelolaan keuangan Yang akuntabel,
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8 Pasa1 27 ayat (1), ayat (2), dan

(3)

9

transparan, dan tepat sasaran of bidang kesehatan,
5051al, dan kernanusiaan

Pasa1 29

Melegitimasi penyelewengan pengelolaan keuangan
negara dan meinbebaskan penyelenggara negara
dari jeratan pasal tindak pidana korupsi serta
menutup occess to justice bagi pemohon untuk
me Iakukan pengawasan, advokasi, up aya hukum, dan
meinperoleh keadilan ketika adanya potensi
penyalahgunaan anggaran negara Yang tidak
ditujukan untuk kebutuhan 5051al, kesehatan, dan
kernanusiaan selama Covid-1.9

-

21. Bahwa beadasarkan uraian di at as, seiumlah ketentuan dalam Lampiran UU No. 2 Tahun
2020 telah atau setidak-tidaknya berpotensi menghambat upaya pemohon untuk
mewujudkan tujuan-tujuan organisasi pemohon di bidang 5051al dan kernanusiaan,
khususnya dikaitkan dengan konteks penanganan pandemi Covid-19 saat ini. 01eh
karena itu, Pemohon I menilai inariakala permohonan o quo dikabulkan o1eh MK, in aka
kerugian konstitusionai Yang dialami o1eh Pemohon I tidak akan tenadi;

Tanpa adanya batas waktu keber!akuan perppu,
pemerintah berpotensi sewenang-wenang dan
pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum Yang
adjl serta pengelolaan keuangan negara yang
akuntabel untuk kepentingan SOSial dan kernanusiaan
Yang difokuskan untuk Covid-1.9

22. Bahwa berdasarkan Pasa1 1.6 ayat (5) AD Pemohon I, "Pengurus belhok mewokili
Yoyoson of dojom don chiuor Pengodilon tentong segolo hol don dojom segolo
kejodion". SelanjutnYa, ketentuan Pasa1 18 ayat (1) mengatur "Ketuo Urnum bersomo-

somo dengon solohseorong origgoto Pengurusloinnyo berwenong bertindok untuk don
otos nomo Pengurus serto mewokili Yoyoson". Dengan demikian, dalam halini,

Pemohon I diwakili o1eh Fransisca Fitri Kurnia Sri seiaku Direktur Eksekutif Yappika;

PEMOHON PERORANGAN WNl

I ,

23. Bahwa Pemohon 11, Pemohon 1/1, dan Pemohon N merupakan aktivis Yang
mein perluangkan tata kelola pemerintahan Yang baik (good governonce), baik of
tataran pusat inaupun daerah, dBri aspek pengelolaan keuangan negara Yang
transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, aspek keterbukaan informasi publik, aspek

pelayanan publik Yang balk, hingga aspek pemerintahan antikorupsi. MeIakukan
pengujian. UU No. 2 Tahun 2020 dan lampirannya merupakan upaya Para Pemohon

untuk mein perluangkan tata kelola keuangan negara yang konstitusional, sekaligus
me inulihkan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dilanggar akibat keberlakuan
UU o quo;

I
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24. Bahwa Pemohon 11 merupakan pegiat dalam advokasi keterbukaan informasi publik
bersama Koalisi Freedom of Information Network Indonesia IFOINl), Yang sehari-hari
mengawalimplementasi UU KIP dan Open Government Portnership dilndonesia.
Perhatian Pemohon terhadap upaya mendorong keterbukaan informasi publik dan
Open Government Porchership dindonesia, juga ditujukan dengan keseriusan
Pemohon mengkaji berbagai hal Yang terkait dengan keterbukaan informasi dan Open
Government Portnership dilndonesia. Halinisalah satunya ditunjukan dengan publikasi
Pemohon tentang Open Government Portnershjp dilndonesia (Buku "Pembaruan
Komisilnformasi: Menuju Komisilnformasi yang Mandiri dan Profesional" "Laporan
Hasillndependen Monitoring Implementasi Open Government Partnership of
Indonesia 2012-201.3", "Melawan Korupsi, dari Advokasi hingga Pemantauan
Masyarakat"). Selain me Iakukan kajian, Pemohon saat in 11uga tengah aktif me Iakukan
pemantauan akses informasi publik di masa tanggap bencana Covid-19 dari UU o quo;

25. Bahwa Pemohon in Yang bekeria sebagai sebagai Peneliti, juga merupakan pegiat
daiam advokasi anggaran publik untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara Yang
balk, sesuai dengan prinsip good governonce. Perhatian Pemohon 1/1 terhadap upaya
mendorong tat;; kelola anggaran yang baik chindonesia, juga ditujukan dengan
keseriusan Pemohon in meIakukan kajian~kajian terkait dengan isu-isu tata kelola
anggaran publik. Hallni ditunjukan dengan publikasi Pemohon 1/1 seputar tata kelola
keuangan negara dilndonesia (Buku "Integrasi Perencanaan Penganggaran", Artikel
"Mengawal Anggaran Covid-1.9", "Mengulik Anggaran Penanganan Wabah Corona").
Selain me Iakukan kajian, Pemohon 1/1 saat inijuga tengah aktif me Iakukan pemantauan
tata kelola anggaran publik di masa tanggap bencana CDVid-,. 9 berdasarkan UU o quo;

I .

26. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang aktif daiam
organisasi kernasyarakat yang meiniliki konsen terhadap kebijakan dan pelayanan
publik, seita konsen terhadap isu-isu anti korupsi, Pada tahun 2001-2006, Pemohon N
merupakan Koordinator Koalisi Kebijakan Partisipatif (KKP) SImpul SUIawesi Seiatan,
selain itu tahun 2008-203.3 sebagai Koordinator Koalisi Masyarakat Pedulli Pelayanan
Publik (MP3) Simpul SUIawesi Selatan, dan juga tahun 2002 - Sekarang aktif sebagai
In isiator Pembentukan sekaligus Presidium Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK)
SUIawesi Seiatan. Perhatian Pemohon IV terhadap upaya mendorong kebijakan dan
pelayanan publikyang anti korupsisalah satunya ditunjukan dengan publikasi Pemohon
N dengan menulis buku "Mewujudkan Provek Tanpa Korupsi" "Pengawasan
Terencana Dana Pendidikan, PanduanTeknis bagi DPRD", dan 'fj'raffic LightAPBD: Best
Pr^ctices & Lesson Learned Advokasi Anggaran diSulawesi";

~

27, Bahwa Pemohon 11, Pemohon 1/1, dan Pemohon IV, sebagai perorangan WNl, me millki
hak konstitusional sebagaimana diatur daiam pasa! berikut
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Pasa1 23 Ayat (1) UUD 1945: "An990ron pendopoton don belonjo negoro sebogoi
wuj'uddoripengeloloon keuongon negoro diretopkon setiop tobun dengon undong-
undong don di/oksonokon secoro terbuko don beltonggung lowob untuk sebesor-
besornyo kernokmuron rokyot"
Pasai28CAyat(2) UUD 1,945:"Setiop orong berhok untokmemoj'ukon dirtnyo doloin
meinpertuongkon hoknyo secoro koiektjf untuk meinbongun inOSyorokot. bongso,
don negoronyo"; dan

Pasa1 280 Ayat (1) UUD 1,945: "Setiop orong berhok otos pengokuon, joininon,
perlindungon, don kepostion hukum yong oofl serto perlokuon yong somo at
hodopon hukum".

Keber!akuan seiumlah aturan dalam Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 telah mencoreng
hak konstitusional para pemohon dengan mengingkari dan menghambat upaya
aktivisme Pemohon IIS/d N untuk me maiukan masyarakat, bangsa, dan negara dalam
mendorong dan memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan prinsip good governonce,
terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan tata kelola anggaran
negara, daiam halini untuk penanganan wabah CDVid-1.9. Hambatan tersebut juga
secara faktual ditunjukkan dengan keberlakuan seiumlah aturan dalam UU o quo Yang
tidak memberIkanjaminan dan kepastian hukum Yang adji bagi Pemohon 1151d IV dalam
mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara untuk Covid-1.9 bernilai
konstitusional;

28. Bahwa selain mengacu pada alas hUkum di atas, Pemohon 11 SId N juga merupakan
pembayar pajak (toxpoyer) Yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP). Bahwa sebagai pembayar pajak, Pemohon 11 SId IV sangat berkepentingan
densan pengujian UU o quo mengingat substansi yang dinjikan berkaitan langsung
dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk
penanganan Covid-19, Yang salah satanya bersumber dari palak Yang dibayarkan o1eh
Para Pemohon, Dalam hallni, Pemohon menuntut aturan hukum Yang konstitusional,
sehingga anggaran Yang salah satunya berasal dari pajak para pemohon dikelola secara
akuntabel, transparan, dan tepat sasaran untuk me in percepat penanganan pandemi
Covid-1.9 berikut implikasinya;

29. Bahwa secara konkret atau setidak-tidaknya potensial, hak-hak konstitusional
Pemohon 11 SId N diced erai akibat keberlakuan pasal-pasal daiam Lampiran UU No. 2
Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

Tabelll

Alasan dan Hubungan Sebab Akibat Ketentuan yang Me rugikan Pemohon 1151d N

.

.

. .

I Proses pembahasan tidak Kondisiini melanggar hak konstitusional para pemohon
melibatkan DPD dan rapat karena telah mengingkari upaya-upaya pemohon untuk
virtual yang berpotensi mengadvokasikan dan memengaruhi penerapan good

. .
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a

tidak

konkret

2. Iudul dan Pasal I ayat (3
huruf b

dihadiri secara governonce, daiam halini ketaatan pada prosedur
konstitusional penyusunan UU penetapan Perppu.

3.

Menyebabkan ruang lingkup UU o quo menjadisangatluas
dan berpotensi memberikan keleluasaan bagi pemerintah
untuk menial an kan tindakan-tindakan Iuar biasa terhadap
an cainan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan
yang tidak berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-
1.9 dan implikasinya. Hal ini berpotensi menimbulkan
penyalahgunaan anggaran negara secara masif, sehingga
melanggar hak konstitusionai pemohon untuk
mengadvokasikan dan me in peroleh pengelolaan keuangan
negara yang akuntabel dan tepat sasaran untuk sebesar-
besarnya kernakmuran rakyat di masa pandemi Covid-19.

Pasa1 2 ayat (1) huruf a
angka I, angka 2, dan angka
3;

Pasa1 2 ayat (1) huruf f Ib
Pasa1 16 ayat (1) hurufc dan
Pasa1 19;
Pasa1 2 ayat (1) hurufg

.

I. Menghapuskan kontrol dari DPR dan DPD dengan
memberIkan kekuasaan yang besar bagi pemerintah
untuk menentukan batasan defisit anggaran secara

sepihak tanpa memerlukan persetujuan DPR dan
pertimbangan DPD.

2, Menghapuskan fungsi pengawasan dan fungsi
anggaran DPR dalam hal penerbitan SUN dan SBSN
serta mengancam in dependensi Bank Indonesia karena
did orong untuk mein bell surat utang me Iaiui pasar
primer.

3, Menghapus!<an fungsi pengawasan dan fungsi
anggaran DPR, sebab pemerintah diberikan keleluasaan
secara sepihak untuk menentukan sumber-sumber
pembiayaan anggaran.

Mereduksi pengawasan Iembaga legis!atif dapat herujung
pada kesewenang-wenangan dan tindakan koruptif o1eh
pemerintah, sedangkan an caman terhadap in dependensi
Bl berpotensi menjauhkan dari tujuan pengelolaan
kebijakan moneter untuk keuangan negara Yang
konstitusiona1. 01eh karena itu, pasal-pasalini me langgar
hak konstitusional pemohon untuk mendadvokasikan dan
meinperoleh pengelolaan keuangan negara yang
akuntabel, transparan, dan tepat sasaran untuk sebesar-
besarnya kernakmuran rakyat di masa pandemi Covid~19.

I

4.

.

.

Pasa1 2 ayat (1) huruf e
angka 2

5 Pasa1 3 ayat (2)

Menghapuskan esensi dana abadi pendidikan, sehingga
bertentangan dengan aspek pengelolaan keuangan negara
untuk pendidikan. Pasalini melanggar hak konstitusional
pemohon untuk meinperoleh pengelolaan keuangan
negara Yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran
untuk sebesar-besarnya kernakmuran rakyat of masa
pandemi Covid-19.
Dapat mereduksi pelaksanaan otonomi daerah, sebab
pemerintah pusat berpotensi mendikte pemerintah
daerah dalam menentukan detail realokasi anggaran
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6. Pasa1 4 ayat (1) huruf a 10.
Pasa1 5 huruf a dan huruf b;
Pasa1 4 ayat (1) huruf b,
Pasa1 4 ayat (2), Pasa1 6, dan
Pasa1 7;
Pasa1 9 serta Pasa1 3.0 ayat
(1) dan ayat (2)

penanganan Covid-19. Pasal ini melanggar hak
konstitusional pemohon untuk mengadvokasikan dan
meinperoleh pengelolaan keuangan daerah Yang
akuntabel, transparan, dan tepat sasaran untuk sebesar-
besarnya kernakmuran rakyat di masa pandemi Covid-19

I

I. MemberIkan keringanan pajak tanpa dibarengi dengan
Iarangan pHK akibat Covid-19 dan keringanan pajak
seinestinya tidak bersifat pukul rata bagi semua badan,
melainkan diatur dengan skala paling tinggi sebesar
22%.

2. Pajak untuk Perdagangan Me Ialui Sistem Elektronik
tidak memenuhi unsur kegentingan Yang meinaksa
terkait penanganan CDVid-1.9 dan seinestinya diatur di
dalam suatu undang-undang tersendiri agar Iebih
komprehensif dan memberIkan kepastian hukum

3. Menghendaki perubahan substansi undang-undang
kepabeanan dengan peraturan Meriteri

Pasalini me langgar hak konstitusional pemohon sebagai
tox Doyer karena berpotensi menimbulkan relaksasi pajak
dan penggunaan pajak dan bea Yang tidak tepat sasaran,
serta pengelolaan pajak dan bea Yang tidak memberikan
jaminan dan kepastian hukum Yang adjl.

7 Pasa1 12 ayat (1)

8, Pasa1 23 ayat (1) huruf a

Pasal ini perlu dibarengi dengan pembentukan akun
rekening khusus penanganan Covid-1.9 untuk memenuhi
hak konstitusional pemohon sebagai tox poyer agar
pemerintah Iebih optimal, tepat sasaran, transparan, dan
akuntabel daiam mengelola anggaran Covid-19

9.

Berpotensi disalahgunakan dengan meinaksa bank Yang
sehat untuk bergabung, meIebur, mengambil ajih, dan
berintegrasi dengan bank bermasalah Yang diakibatkan
kesalahan pengurusan seiak awal, bukan akibat pandemi
Covid-19. Dengan demikian, palak Yang dibayarkan o1eh
pemohon sebagai tox poyer berpotensi disalahgunakan
untuk tindakan sepertiini dan pemohon pun tidak
meinperoleh pengelolaan APBN Yang akuntabel,
transparan, dan tepat sasaran untuk sebesar-besarnya
kernakmuran rakyat di masa pandemi CDVid-19

Pasa1 27 ayat (1), aYat (2),
dan (3)

-

Melegitimasi penyelewengan pengelolaan keuangan
negara dan meinbebaskan penyeienggara negara dari
jeratan pasaltindak pidana korupsi serta menutup occess
to justice bagi masyarakat, termasuk para pemohon. Pasal
ini mencederai hak konstitusional pemohon untuk
mengadvokasikan good governonce dan pengelolaan
keuangan negara antikorupsi, berpotensiserta

menyelewengkan pajak yang pemohon bayarkan sebagai
toxpoyeryang tidak ditujukan untuk penanganan Covid-19
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10. Pasa1 29

30, Bahwa dalam meinperluangkan dan mewakili kepentingan publik meIalui upaya
pengujian undang-undang, Para Pemohon (Pemohon I sebagai badan hukum dan
Pemohon 11 sebagai perorangan warga negara Indonesia) pernah mengajukan
permohonan Pengujian Undang-Undang di MK dan MK menilai Pemohon I dan
Pemohonll memillki kedudukan hukum, seperti Yang tertuang daiam Putusan Perkara
Nomor 771PUU-XIV/2016 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, Pemohon IV, dalam
mein penuangkan dan mewakili kepentingan publik me Ialui upaya pengujian undang-
undang, pernah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang of MK dan MK
menilai Pemohon me iniliki kedudukan hukum, sepertitertuang daiam Putusan Perkara
Nomor 621PUU-Vt11/2010 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008
tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Pemohon IV sebagai salah satu Pemohon dinyatakan
me millki kedudukan hukum Ilegolstonding);

Perlu mengatur tentang pembatasan keberlakukan UU o
quo, yaitu hingga status kedaruratan kesehatan
masyarakat akibat Covid~19 dicabut agar para pemohon
me in peroleh kepastian hukum Yang adi! mengenai batasan
waktu pengelolaan keuangan negara untuk CDVid-1.9
berdasarkan me kanisme stote of emergency.

.

31. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, jelas Para Pemohon telah memenuhi

kualitas inaupun kapasitas sebagai Pemohon daiam pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945, baik secara formil in aupun materii1. 01eh karenanya, jeias pula
Para Pemohon meiniliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik
untuk mengajukan Permohonan Pengujian UU No. 2 Tahun 2020 terhadap UUD 1,945

"

32. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 271PUU-V11/2009, tangga1 16 Juni 2010,
pengujian formil undang-undang halva dapat dialukan daiam tenggat waktu 45 (empat
puluh Iima) hari setelah undang-undang dimuat daiam Lembaran Negara
Selengkapnya MK menyatakan:

"13,341. .. Sebuoh undong-undong yong dibentuk tidok berdosorkon toto coro
sebogoimono ditentukon o1eh Uuo 1945 okon dopot mudoh diketohui
dibondingkon dengon undong-undong yong substonsinyo bertentongon dengon
UU01945, Untukkepostion hukum, sebuoh undong-undongperlu dopotlehih cepot
diketohui stotusnyo opokoh ternh dibuot secoro soh otou tidok, sebob pengujion
secoro formil okon menyebobkon undong-undong botolsejok owol. Mohkomoh

.

,

. . .
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memondong bohwo tenggot 45 (empot puluh 11mo) bon seteloh undong-undong
dimuot dojom Lemboron Negoro sebogoi woktu yong cukup untuk mengoj'ukon
pengu/'ion terhodop undong-undong. ";

33, Bahwa UU No. 2 Tahun 2020 dicatatkan di dalam Lembaga Negara pada 18 Mei 2020,
sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang~undang o quo
iaiah tangga1 02 Juli 2020;

34. Bahwa permohonan o quo pertaina didaftarkan pada tangga1 15 MeI 2020 dan
perbaikan permohonan diajukan pada tangga1 01 Juli 2020 (berdasarkan akta
penerimaan berkas);

35. Bahwa beadasarkan uralan di atas, pengajuan permohonan ini masih daiam tenggat
waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan o1eh Putusan MK.

.

36. Bahwa perillaian terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang bertumpu pada dua
titik, yaitu perillaiari secara materiil dan penilaian secara formil. Penilaian secara
materiil ditujukan untuk menilai konstitusionalitas materi inuatan undang-undang,
sedangkan penilaian secara formil ditujukan untuk menilai konstitusionalitas
prosedural pembentukan undang-undang dan hal-hallain yang tidak termasuk
pengujian materill. Jimly Asshiddiqie, beadasarkan paham Hans Kelsen, me in bagi dua
Ienis Iudiciol review berdasarkan obiek Yang diuji secara urnum itoetsingrecht), Yaitu
me liputi(a)formele toetsingrecht dan inoteriele toetsingrecht, sehingga dalam judicial
review terdapat pula Ienis formoljudiciol review dan motoriiljudiciol review. Bi!a
merujuk pada pendapat Sri Soematri terkait hak menguji formil, halini didefinisikan
sebagai wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif seperti undang-
undang misalnya terbentuk meIaiui cara-cara IProsedur) sebagaimana telah
ditentukan/diatur daiam peraturan perundang-undangan yang be Flaku ataukah tidak
Jadi, daiam bahasa yang ringkas, review terhadap forma!itas suatu produk perundang-
undangan adalah pengujian terhadap suatu prosedur pembentukan peraturan
perundang-undangan;

. .

~

,

FF

;.:!^.^,^

37. Bahwa pengujian formil, lavaknya pengujian materiil, penting untuk ditilik secara serius,
sebab ketaatan terhadap proses pembentukan undang-undang (due process of low-
inoking) merupakan satu toIak ukur untuk menilai ketaatan pembentuk undang-
undang mencerminkan moralitas hukum dengan menialan kan prosedur konstitusional
untok menjaga keberlangsung proses demokrasi. Halini merupakan konsekuensilogis
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dari konstruksilndonesia sebagai negara Yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat
(Pasal I Ayat 121 UUD 1945) dan sebagai negara hukum (Pasal I Ayat t31 UUD 1945).
Artinya, proses pembentukan undang-undang mesti sesuai dengan hukum Yang
berlaku dan mesti menial an kan kehendak rakyat. Selain itu, up aya in Ijuga merupakan
bentuk koreksi dari MK terhadap proses pembentukan undang-undang yang unlowjul
agar dapat menghasilkan produk hukum Yang konstitusional dan berkualitas sebagai
Rerangka pengaturan be megara;

38. Bahwa persoalan pelanggaran formiljuga me liputi konsekuensi dBri pelanggarannya,
yaitu legitimasi atas keberlakuan suatu produk hukum. Iika daiam pengujian formil
terbukti bahwa undang-undang tersebut cacat formil, inaka akan berdampak pada
pembatalan sebuah undang-undang secara keseluruhan;

39. Bahwa persoalan proseduralyang timbul dalam proses penetapan Perppu No. ITahun
2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 ialah: (1) tidak dilibatkannya DPD dalam proses
pembahasan untuk menentukan apakah undang-undang disetujui atau tidak; (2) rapat
virtual Yang berpotensi tidak dihadiri secara konkret;

40. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 271PUU-V11/2009,
tangga1 16 Iuni 2010, ketika UUD 1945 tidak secara Iengkap mengaturtentang prosedur
pembentukan undang-undang, inaka perillaian terhadap pengujian formil undang-
undang dapat did asarkan pada undang-undang, tata tertib produk Iembaga negara, dan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural
Yang mengalir dari delegasi kewenangari menurut konstitusi. Selengkapnya, MK
mengungkapkan:

"t3,191 Menimbong bohwo oreh korenonyo sudoh sei'ok Putuson Nomor 002-021-
0221PUU-y2003, Mobkomoh beroendopot Peroturon Toto Tertib DPR RINomor
0810PR Ryy2005.2006 iyong seionj'urnyo ofsebut Totib DPR) o0010h meIupokon
bogion yong songot penting dohm perkoro o q!10 untok melokukon pengc, iron
formil UU 312009 techodop Uuo 1945, koreno honyo dengon berdosorkon
Peroturon To to Tertib tersebut dopot direntukon opokoh DPR ternh memberIkon
persetujuon terhodop RUU yong dibohosnyo sebogoi syorot pembentukon
undong-undong yong dihoruskon oreh Uuo 1945, .
Terkoit dengon hol-holtersebut, menurut Mohkomoh 11ko to10k ukur pengu/on
formilhorus semiu beadosorkon POSol-POSol Uuo 1945 sol'0, inoko hornpirdopot
dipostikon tidok okon peruoh odo pengujion formil koreno Uuo 1945 honyo
meinuot hol-hol prinsfy:) don tidok mengotur secoro leios OSpek formil-
prosedurolnyo. Podohol don logiko ternb toto hukum sesuoi dengon konstitusj
pengu/70n secoro formilitu horus dopot dilokukon. 01eh sebob itu, seponjong
undong-undong, to to teltib produk Iembogo negoro, don peroturon perundong-
undongon yong mengotur mekonisme otouformil-prosedurolitu mengolir don
delegosikewenongon menurut konstitusj inoko peroturon perundong-undongon

,

.
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itu dopot dipergunokon otou dipertimbongkon sebogoito/ok ukur otou botu t!11
dohm pengu/'ionformil";(Putusan MK Nomor 271PUUV11/2009, him. 83);

41. Bahwa seiain itu, merujuk kepada Pasa1 51A ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011, "0010m hol
permohonon pengujion berupo permohonon pengujion formil pemeriksoon don
putuson yong dimkukon o1eh Mobkomoh Konstitusi didOSorkon podo peroturon
perundong-undongon yong mengotur toto coro pembentukon peroturon perundong-
undongon";

A. Tidak Adanya Keterlibatan DPD dalam Pembahasan Perppu Nomor I Tahun 2020
yangTelah Ditetapkan daiam UU Nomor 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip
Negara Hukum, Prinsip Kedaulatan Rakyat, dan Kewenangan Legis!asi DPD

42. Bahwa terdapat pelanggaran konstitusional pada tahapan pembahasan untuk
mein perilmbangkan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap Perppu No. I Tahun
2020, khususnya pelanggaran terhadap Pasal I Ayat (2), Pasal I Ayat (3), dan Pasa1 220
Ayat (1) UUD 1,945, sebab DPD tidak berperan untuk ikut me inbahas dan memberikan
pertimbangan. Selengkapnya pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal I Ayat(2) UUD 1945
Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal LAYat (3) UUD 1945
Negara Indonesia adalah negara hukum.

,

.

Pasa1 220Ayat(2) UUD 1945
DPD ikut meinbahas rancangan undang-undang Yang berkaitan dengan otonomi
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya atam dan sumber daya ekonomilainnya, serta
perlmbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberIkan pertimbangan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan againa

Pasa1 23 Ayat (2) UUD 1945
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan o1eh
Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan mein perhatikan pertimbangan DPD,

.

43, Bahwa objek pembahasan RUU ialah tentang penetapan Perppu No. I Tahun 2020.
Merujuk pada Pasa1 22 UUD 1945, perppu harus mendapat persetujuan DPR daiam
persidangan berikutnya, Jika tidak, inaka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Adapun, menurut Pasa1 52 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 sebagai undang-
undang delegasi pengaturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
berdasarkan Pasai 22A UUD 1945, pengajuan perppu ke DPR dilakukan dalam bentuk

,
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pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perppu Menjadi Undang-
Undang. Selengkapnya, pasaltersebut berbunyi sebagai berikut
Pasa1 22 UUD 1945

(1) Daiam hallhwal kegentingan yang meinaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan Yang bellkut.

(3) Iika tidak mendapat persetujuan, in aka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasa1 52 ayat (1) dan ayat (2) un No. 12 Tahun 2011
(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR daiam

persidangan Yang berikut.
(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-
Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
menjadi Undang-Undang;

44. Bahwa UUD 1945, utamanya Pasa1 22, tidak mengatur secara ekspiisit peran DPD daiam

pembahasan perppu. Namun demikian, dalam Perppu No. I Tahun 2020, secara jelas

terdapat materi inuatan Yang merupakan bagian dari kewenangan pembahasan dan
pemberian pertimbangan o1eh DPD Yangtermaktub dalam Pasa1 220 Ayat(2) dan Pasal
23 Ayat (2) UUD 1945. Apalagi, menurut Pasa1 71 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011,

mekanisme pembahasan RUU tentang penetapan perppu dilaksanakan meIalui

mekanisme Yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Seiengkapnya
sebagai berikut:

Pasa1 71 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011
"Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang dilaksanakan meIalui mekanisme Yang sama dengan
pembahasan Rancangan Undang-Undang"

45. Bahwa keterlibatan DPD dalam ikut me inbahas dan memberIkan pertimbangan soal
persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap Perppu No. ITahun 2020 adalah krusial,

sebab dalam Perppu in I, setidaknya terdapat 6 (enam) materi Yang meliputi runng
lingkup kewenangan pembahasan dan pertimbangan DPD, yaitu:

Tabellll

MaterI Pengaturan dan Potensi Peran Konstitusional DPD

I .

^

,

.

,

I.

.

Pasa1 2 ayat (1)
huruf a angka I,
angka 2, dan
angka 3

, ,

MaterI yangtermasuk objek pengujian para pemohon
Kekuasaan yang besar
bagi pemerintah untuk
menentukan batasan

defisit anggaran secara

sepihak tanpa

., ..

Materi UU APBN
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2. Pasa1 2 ayat (1)
huruf e angka 2

3.

memerlukan persetujuan
DPR dan pertimbangan
DPD

Pasa1 3 ayat (2)

Dana abadi pendidikan
dapat dialokasikan untuk
penanganan Covid-1.9

4, Pasa1 4 ayat (1)
huruf a 10. Pasal
5 huruf a dan

huruf b

Kebijakan di bidang
keuangan daerah

I .

5. Pasa1 4 ayat (1)
huruf b, Pasa1 4
ayat (2), Pasa1 6,
dan Pasa1 7

.

Pendidikan

Penyesuaian tarif palak
penghasilan wajib pajak
badan dalam negeri dan
bentuk usaha tetap

6.

Otonomi daerah,

hubungan pusat
dan daerah, serta
perimbangan
keuangan pusat
dan daerah

Pasa1 28

Pajak untuk Perdagangan
Me Ialui Sistem Elektronik

Materi yang tidaktermasuk objek pengujian Para Pemohon

Memberikan

pertimbangan RUU
(Pasa1 220 Ayat 121
UUD 1945)

Pencabutan seiumlah
ketentuan UU lainnya

berkaitansepanjang

dengan kalentuan dalam
UU o quo

Pajak

Ikut me inbahas

RUU IPasa1 220 Ayat
121 UUD 1945)

Bahwa keterlibatan DPD daiam pembahasan penetapan perppu harus ditafsirkan
secara 51stematis dengan menarik be nang mefah antara Pasa1 22 dan Pasa1 220 UUD

1945, sehingga seharusnya DPD dapatturut berperan dalam pembahasan Perppu Yang

telah disahkan menjadi UU o quo. Apalagi, daiam Perppu o quo, aspek-aspek Yang

diatur meliputi koor bisnis DPD Yang diatur secara eksplisit o1eh UUD 1,945. Dengan

demikian, pelibatan DPD dBlam rangka meIaksanakan checks ond bolonces terhadap

kekuasaan eksekutif dalam penerbitan perppu di masa darurat tidak dapat dinihilkan;

Pajak

Memberikan

pertimbangan RUU
(Pasa1 220 Ayat 121
UUD 1,945)

,

Pajak,
perimbangan
keuangan antara
pusat dan daerah,
otonomi daerah,

hubungan pusat
dan daerah, dan
APBN

.

46. Bahwa MK pun telah berulang kali me in perkuat POSisitawar DPD datam menialan kan

fungsi checks ond bolonces berupa pelaksanaan fungsilegislasi me Ialui Put!Isan MK
Nomor 921PUU-XI2012, tangga1 27 Maret 2013 dan Putusan MK Nomor 791PUU-
XII/2014, tangga1 22 September 2015. Secara khusus, dalam Putusan MK Nomor

921PUU-XI2012, tangga1 27 Maret 2013, MK telah meinbuka ruang bagi DPD untuk

Memberikan

pertimbangan RUU
(Pasa1 220 Ayat t21
UUD 1945)

Ikut me inbahas dan

memberIkan

perilmbangan RUU
(Pasa1 220 Ayat PI
dan Pasa1 23 Ayat
PI UUD 1945)

Halaman 22 dan 71.



,

.

turut serta dalam pembahasan perppu, khususnya untuk mencabut perppu tertentu.
Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan sebagai berikut:

tAmar Putusan, 1.18.271"POS01 71 0yot (3) IUU No. 12 Tohun 20/11 beltentongon
dellgon Uuo 1945 sepon/'orig tidok dimoknoj "Ketentuon mengenoi mekonisme
khusus sebogoimono dimoksud podo oyot (2) diloksonokon dengon toto coro
sebogoiberikut:

o. RUU tentong Pencobuton Peroturon Pemerintoh Penggonti Undong-Undong
diojukon o1eh DPR, Presiden, otou DPD dojom hol RUU berkoiton dengon
otonomldoeroh, hubungonpusotdondoeroh, pembentukon donpemekoron
serto penggobungon doeroh, penge/obon sumber doyo ohm don sumber
doyoekonomiloinnyo, sertoperimbongonkeuongonpusotdon doeroh; dst. "
(catak teba1 o1eh MK. Putusan MK Nomor 921PUU-XI20L2, hlm. 263-264)

47. Bahwa tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan perppu yang substansinya
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah mereduksi nilai-nilai rule of low
(Pasal I Ayat 131 UUD 1945). Salah satu aspek kristalisasi dari nilai rule of low Ialah
adanya pembatasan kekuasaan. 01am hallni, prektik pembatasan-pembatasan
kekuasaan meiaiui fungsi checks ond bolonces kekuasaan DPD dikurangi akibat
ketiadaan peran DPD untuk ikut me inbahas dan memberikan pertimbangan terhadap
isu tidak diaplikasikan secara in aksimal;

48. Bahwa seiain itu, DPD juga me inbawa am anat representasi regional rakyat sebagai
wujud kedauiatan rakyat dalam Pasal I Ayat t21 UUD 1945. Kondisi darurat kesehatan

masyarakat akibat Covid-19 of Indonesia memberikan dampak SOSial, kesehatan,

ekonomi, dan lain sebagainya hingga ke level regional. Tak ada satu provinsi pun di
Indonesia \/ang Iuput dari penyebaran Covid-19. Peran DPD di sini sangat krusial untuk
menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah daiam
menghadapi Covid-19;

49. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pun, DPD telah turut serta dalam

pembahasan perppu, misalnya dalam pembahasan Perppu Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (vide

Putusan MK Nomor 921PUU-XI20^2) dan Perppu Nomor I Tahun 201.4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wallkota (vide Uji Agung Saritosa [ed], Horilni DPD

Bobos UU don Duo Perppu Pilkodo, <https;//riasional. kontan. co. id/news/hari-ini-dpd-
bahas-uu-dan-dua-perppu-piikada>, diekses pada [28/06/2020], 2014; Koran Sindo,

Kowol Pilkodo,SlopDPD Perppu

<https://riasional. sindonews, coin/berita/950253/1491dpd-siap-kawal-perppu-

pilkada>, diakses pada 128106/20201, 2015). Bahkan saat ini, Kom. ite. I DPD pun gencar
merespon Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Yang mengaturtentang penundaan pemilihan

kepala daerah of masa pandemi Covid-1.9 sebagaimana tertuang dalam Surat DPD Rl

No. PU. 04/1097/DPDRIN1/2020 tentang Pernyataan Sikap Penolakan terhadap

,

,

.

.
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Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 (vide Kalteng POS, Komi'te I DPD Rl
SepokotMenolokPeloksonoon Pilkodo Desember2020, <https://kaitengpos. co/berita/-
47238-

Komite_I_DPD_Rl_Sepakat_Menolak Pelaksanaan_Pilkada_Desember 2020. html>,
diakses pada [28/06/2020], 2020). Praktik katatanegaraan inI meinbuktikan bahwa

tidak ada alasan Yang dapat menegasikan peran DPD daiam pembahasan perppu,
terutama Perppu Nomor I Tahun 2020 Yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 2
Tahun 2020;

50. Bahwa dengan demikian, tidak terlibatnya DPD dalam pembahasan Perppu Nomor I
Tahun 2020 Yang telah ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan suatu
kecacatan formil pembentuk undang-undang, sehingga pembentukan UU Nomor 2
Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal I Ayat (2), Pasal I Ayat (3), Pasa1 220 AYat (2),
dan Pasa1 23 Ayat (2) UUD 1945.

,

.

B. Pengambilan Keputusan MeIaiui Rapat Virtual Berpotensi Melanggar Kedautatan
Rakyat

51.8ahwa pandemi Covid-19 mendorong modernisasi penggunaan teknologi untuk
menunjang kebutuhan inariusia di berbagai aspek, tidak terkecuali DPR. Pasca

ditetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, DPR mengubah pola kinerja dan
komunikasi dengan modeljarakjauh secara daring atau virtual. Perubahan ini dilakukan

dengan merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI Yang meinperbolehkan rapat

dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologiinformasi dan komunikasi
tvide Gual,Marselinus Virtuol ofAturon DPR,Ropot

<https://WWW. ajinea. Id/infografis/aturan-rapat-virtual-di-dpr-blZL09thY>, diakses

pada 129106/20201, 2020). Aturan mengenai kuorum pun juga be rubah, yaitu adanya

syarat rapat paripurna harus ada kehadiran fisik paling sedikit tiga pimpinan DPR dan
separuh Iebih anggota hadir untuk memenuhi kuorum (vide Irfan Fathurohman,

Keputuson secoro Virtu04 Jim!y Sebut Poripumo DPR Longgor Demokrosi,
<https://WWW, Idntimes. coin/news/in donesia/Irfanfathurohman/keputusan-secara-

virtual-jimly-sebut-paripurna-dpr~langgar-demokrasi/I>, diakses pada 129106/20201,
2020). Lalu, berdasarkan keterangan tertulis Ketua DPR RI Puan Maharani kepada

Tempo, anggota yang tidak hadir secara fisik dalam rapat dapat mengikutijalannya
rapat me IaluiliVe streoming of TV Parlemen dan virtual meIalui aplikasi Zoom room

meeting (vide Budiarti Utami Putri, Ketuo DPR Sebut Ropot Pollpurno Tetop Horus

Kuorum Meski Virtuo!, <https://riasional. tempo. co/read/1325381/ketua-dpr-sebut-

rapat-paripurna-terap-harus-kuorum-meski-virtual/full&view=ok>, diakses pada

.

,
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[29/06/2020], 2020). Pemohon hanya dapat mengutip aturan Revisi Tata Tertib DPR Rl
secara parsial berdasarkan pemberitaan media, sebab hingga perbaikan permohonan
Ini disampaikan ke MK, aturan tersebut masih tidak dapat diakses, baik me Ialui website

DPR inaupun permohonan ke Pelabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)
Sekretariat ienderal DPR;

52. Bahwa praktik rapat virtual ini pun tenadi dalam rapat pembahasan penetapan Perppu
No. I Tahun 2020 menjadi undang-undang, yaitu pada Pembicaraan Tingkat I di Badan
Anggaran DPR pada 04 Mei 2020 tvide Antara News, Bonggor DPR Setujui Perppu
CoVID-19 IQdi UU, <https://WWW, antaranews. coin/berita/1466313/banggar-dpr-
setojui-perppu-covid-19-jadi"uu>, diakses pada 127106/20201, 2020) dan Pembicaraan
Tingkat 11 di Rapat Paripurna Penetapan Perppu No. I Tahun 2020 Menjadi UU pada 12
Mei 2020 (vide DPR Rl, Video Live Streoming - Ropot Poripurno DPR in Ke-15 MOSo

fobunPersidongon SIdong111 2019-2020,

https://WWW. Youtube. coin/watch?v=it60efngMXU&t. 9626s>, diakses

[25/06/2020], 2020);

,

.

53. Bahwa pelanggaran konstitusional terhadap penggunaan rapat virtual in uricul ketika
kehadiran anggota DPR dalam rapat virtual tidak dapat betul-betul dipastikan. Benar,
pada Rapat Paripurna Penetapan Perppu No. I Tahun 2020 Mealadi UU, peserta yang
hadir memenuhi kuorum, yaitu terdapat 296 anggota dengan 255 hadir secara virtual
dan 41 hadir secara fisik. Namun demikian, tidak dapat dipastikan apakah Yang
bersangkutan be nanbenar hadir mengikutirapat, bisa saia sekadarlog in untuk sekadar
absen, kernudian log out untuk me Iakukan kegiatan lain. Bisa jadijuga akun Yang
digunakan tetap stond by, tetapi Yang bersangkutan tidak betul-betul mengikuti
jalannya rapat. Atau Yang Iebih fatal, Yang bersangkutan hanya mengikutirapat me 181ui
live streoming di kanal TV Parlemen at au di You tube. Kondisi demikian akan me rambat

dan be rekibat fatal kepada agenda-agenda persidangan setelahnya, seperti dalam hal
pengambilan keputusan. Anggota yang tidak benar-benar hadir secara konkret akan

meIewatkan penyampaian pandangan dan suaranya mengenai problem tertentu;

54. Bahwa menurut Para Pemohon, adanya potensi kehadiran secara tidak konkret dan
sekadar "titip absen" bernilai inkonstitusional karena telah mereduksi esensi

pelaksanaan inaridat rakyat yang dititipkan kepada para wakilnya of DPR dan juga
mereduksi nilai-nilai demokrasi, sebagaimana dikristalkan delam Pasal I Ayat t21 UUD
1,945. Kehadiran konkret menjadi kompas untuk mengarahkan konstitusionalitas suatu

pembahasan legislasi. Menurut Hakim Konstitusi Saidilsra Yang berkapasitas sebagai
ahli dalam Putusan MK Nomor 271PUU-V11/2009; tangga1 16 Iuni 2010, halaman 28,
terdapat tiga alasan menda5ar mengapa kehadiran secara konkret penting:(,.) sebagai
bentuk konkret dari pelaksanaan konsep perwakilan rakyat, Sekiranya anggota
perwakilan rakyat (sebagai representasi rakyat) tidak hadir dalam proses pengambilan

.

.

pada

<
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keputusan, rakyat sebenarnya absen daiam pengambilan keputusan penting dan
strategis; (2) memberikan kesempatan bagi anggota Iembaga legislatif Yang seiak
semu!a tidak ikut meinbahas sebuah rancangan keputusan penting (misalnya
rancangan Undang-Undang) karena mekanisme internal Iembaga legislatif
menyerahkan kepada bagian yang mengurusi bidang tertentu; dan (3) untuk
mengantisipasi kernungkinan tenadinya penentuan/pengambilan putusan akhir
keputusan akhir meIalui mekanisme pemungutan suara (voting). Jika pengambilan
keputusan me Ialui voting tidak terhindarkan, setidaknya sesuai dengan persyaratan
minimal Yang diperlukan, sebagaimana dikemukakan daiam Black's Law Dictionary dan
Robert L, Madex bahwa anggota Iembaga legislatif must be present terutama to poss
certoin types of legislotion;

55. Bahwa pengujian formil terhadap rapat virtual bukanlah resistensi Para Pemohon

terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi. Para Pemohon justru mendukung
digitalisasi untuk me in permudah kinerja penyelenggara negara dan pelayanan publik
bagi masyarakat. Namun demikian, aturan main dari penggunaan teknologi harus
ditetapkan secara tegas dan menutup ruang bagi penyimpangan-penyimpangan yang
mengurangi esensi kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi konstitusional;

56. Bahwa dengan demikian, pengambilan keputusa'n me Ialui rapat virtual tanpa kehadiran
konkret berpotensi cacat formil dan me langgar Pasal I Ayat t21 UUD 1945..

,

57. Bahwa pengujian materIil pada perkara o quo ditujukan untuk menguji
konstitusionalitas Lampiran UU No. 2 Tahun 2020, khususnya bagian Judul; Pasal I ayat
(3); Pasa1 2 ayat (1) huruf a angka I, angka 2, dan angka 3; Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka

2; Pasa1 2 ayat (1) huruf f; Pasa1 2 aYat (1) huruf g; Pasa1 3 ayat (2), Pasa1 4 ayat (1) huruf
a; Pasa1 4 ayat (2); Pasa1 5 ayat (1) huruf a dan huruf b; Pasa1 6; Pasa1 7; Pasa1 9; Pasal

10 ayat (1) dan ayat (2); Pasa1 12 ayat (1); Pasa1 16 ayat (1) hu^'uf c; Pasa1 19; Pasa1 23

aYat (1) huruf a; Pasa1 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); serta Pasai 29. Pelanggaran
pasal-pasal UUD 1945 Yang tenadiiaiah sebagai berikut:

Tabel N

Ketentuan daiam Pengujian Materill

.

.

,

I

S, .. -.

Judul dan Pasal I ayat (3) huruf b
tentang ruang lingkup UU dan
lampirannya

Pasal IAyat (3)
Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasa1 280Ayat (1)

.

.
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Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan, dan kepastian hukum Yang adj
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2 Pasa1 2 ayat (1) huruf a angka I,
angka 2, dan angka 3 tentang
pelebaran batasan defisit menjad
di at as 3% (tiga persen)

.

Pasa1 22 UUD 1,945

(1) Dalam hal Ihwal kegentingan Yang
meinaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang-undang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan Yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, inaka
peraturan pemerinta. h itu harus dicabut.

.

Pasal I Ayat (2)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal LAYat (3)

3. Pasai 2 ayat (1) huruf e angka 2
tentang dana abadi pendidikan

dialokasikan untukYang

penanganan Covid-19

Pasa1 20A Ayat (1)
Dewan Perwakilan Rakyat memillki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan.

4.

.

Pasa1 2 ayat (1) huruf fjo. Pasa1 16
ayat (1) huruf c dan Pasa1 19
tentang penerbitan SUN/SBSN
o1eh pemerintah secara sepihak
dan pembelian SUN/SBSN o1eh
Bank Indonesia di pasar perdana

Pasa123 Ayat (2)
Rancangan undang-undang anggaran

pendapatan dan belanja negara diajukan o1eh
Presiden untuk dibahas bersama Dewan
Perwakilan Rakyat dengan meinperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

.

5.

Pasa1 31 Ayat (1)
Setiap warga negara
pendidikan

Pasa1 2 ayat (1) huruf g tentang
sumber-sumberpenentuan

Pasa1 280Ayat (1)
Pasat I Ayat (3), Pasa1 20A Ayat (1), Pasa1 280
Ayat (1)

Pasa1 230

Negara memillki suatu bank sentral Yang

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan independensinya diatur dengan
undang-undang.

.

*

berhak mendapat

Pasal LAYat (2), Pasal LAYat (3), Pasa1 20AAyat
(1), dan Pasa1 23 Ayat (2)
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, pembiayaan o1eh
secara sepihak

6 Pasa1 3 ayat (2) tentang
pengaturan refocusing anggaran
pemerintahan daerah meIaiu
Peraturan Meriteri Daiam Negeri

pemerintah

7 Pasa1 4 ayat (1) huruf a 10. Pasa1 5
huruf a dan huruf b tentang
irisentif perpajakan

Pasa1 18 Ayat (2) dan Ayat (5)
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
(5) Pemerintahan daerah menialan kan otonomi
seluas!uasnya, kecuali urusan pemerintahan
Yang o1eh undangundang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.

.

8.

I ,

Pasa1 4 ayat (1) huruf b, Pasa1 4
aYat (2), Pasa1 6, dan Pasa1 7
tentang pajak untuk Perdagangan
Me Ialui Sistem Elektronik (PMSE)

9. Pasa1 9 serta Pasa1 1.0 ayat (1) dan
ayat (2) tentang pembebasan bea
masuk

Pasa1 280 Ayat (L)

1.0

Pasa1 280 Ayat (2)
Setiap orang berhak untuk bekeria serta
mendapat jinbalan dan perlakuan Yang adjl dan
lavak dalam hubungan keria,

Pasa1 12 ayat (1) tentang tata
Kelola anggaran Covid-1.9

11. Pasa1 23 ayat (1) huruf a tentang
untuk01Kwewenang

memberikan perintah
restrukturisasi

Pasa1 22 Ayat (^)

1.2.

Pasa1 23A

Pajak dan pungutan lain Yang bersifat me in aksa
untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang.

Pasa1 27 ayat (1), ayat (2), dan (3)
tentang pendanaan berdasarkan
UU o quo bukan merupakan
kerugian negara, jinunitas
penyelenggara negara, dan
penutupan up aya hukum TUN

Pasal I Ayat (3) dan Pasa1 280 Ayat (1)

*

.

Pasa1 23 AYat (1) dan Pasa1 280 Ayat (^)

Pasal LAYat (3) dan Pasa1 280 Ayat (1)

Pasal I Ayat (3), Pasa1 23 Ayat (1), Pasa1 280
Ayat (1)

Pasa1 23E Ayat (1)
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan satu
Badan Pemeriksa Keuangan Yang bebas dan
inaridiri

.

*

Pasa1 24Ayat (1) dan Ayat (2)
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan

kekuasaan Yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan.
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(2)Kekuasaan Kehakiman dilakukan o1eh
sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan Yang be reda di bawahnYa daiam
lingkungan peradilan urnum, lingkungan
peradilan againa, lingkungan peradilan
millter, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan o1eh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

13 . Pasa1 29 tentang penutup

58. Bahwa pada prinsipnya, pengujian materill Yang disampaikan o1eh Para Pemohon
didasarkan o1eh empat bangunan argumentasi, yaitu (1) ruang lingkup UU o quo
meIuas, tidak hanya untuk menyelesaikan krisis akibat pandemi Covid-,. 9, tetapijuga
untuk krisis ekonomilainnya Yang tidak ada hubungannya dengan pandemi Covid-19;
(2) UU o quo tidak mencerminkan dasar hukum pengelolaan keuangan negara Yang
konstitusiona1; (3) menegasikan fungsi dan kewenangan pengawasan Iembaga
perwakilan rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan peradilan of
bawahnya, dan publik secara Iuas serta me legalisasi praktik korupsilumbung dana
penanganan bencana; dan (4) berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan
ketidaktepatan penggunaan dana Yang digelontarkan untuk penanganan pandemi
CDVid-1.9;

.

,

Pasa1 27 Ayat (1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya
di daiam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
Pasal LAYat (3) dan Pasa1 280 Ayat (1)

59. Bahwa penerbitan Perppu Nomor ITahun 2020 Yang telah disahkan menjadi Undang-
Undang harus dibaca sebagai satu rangkaian kebijakan pemerintah untuk merespon
status darurat kesehatan masyarakat akibat pandemi virus Covid-19 Yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1.1 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corono Virus DJ^eose 201.9 (CoVtD-19), tangga1 31
Maret 2020 dan perpanjangan masa darurat penanganan Covid-1.9 terhitung seiak 29
Februari2020 hingga 29 Mei2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional
Penanggulanagan Bencana (BNPB) Nomor 13 A Tahun 2020, Penetapan status
kedaruratan kesehatan masyarakat ini merupakan amanat dari Pasa1 1.0 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya
"UU Kekarantinaan Kesehatan"), Yang memberikan wewenang bagi Pemerintah Pusat
untuk merit:tapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat dengan terlebih
dBhulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko Yang dapat menimbulkan
kedaruratan kesehatan masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasall. O ayat (3) UU
Kekarantinaan Kesehatan;

,

I .

"

Halaman 29 dan 71.



.

I e

60. Bahwa penetapan status darurat kesehatan dan darurat penanganan Covid-1.9 initidak
terlepas darifakta bahwa Klan hari, kasus terkonfirmasi virus Covid-19 terus bertambah

secara signifikan dan tak terkendali, wabah ini pun telah menjatuhkan ribuan korban
meninggal. Hal Yang berbahaya pula, virus in I telah menyebar ke seiuruh wilayah
provinsi dimdonesia. Pandemi Covid-1.9 juga memberikan dampak yang sangat Iuas
bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya beadampak pada kesehatan, tetapijuga
kepada aspek lain, seperti aspek SOSial, pendidikan, perekonomian riasional,
ketenagakerjaan, dan berbagai aspek lainnya;

61. Bahwa Iebih jauh, harus ditarik garis konstitusional dari Pasa1 1.2 UUD 1945 untuk

menerbitkan Perppu, Pasa1 1.2 UUD 1,945 mengatur bahwa Presiden menyatakan
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan
undang-undang. Pasalini menjadilandasan bagi presiden untuk menerbitkan Perppu
Yang ditujukan untuk menyelesaikan persoalan stote of emergency setelah ditetapkan
keadaan bahaya, seperti Yang tenadi pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Dengan
demikian, be nang mereh antara Pasa1 12 dan Pasa1 22 UUD 1945 dapattergambarkan,
yaitu bahwa harus terdapat hubungan cousol verbond tentang adanya deklarasi
keadaan bahaya dengan penerbitan perppu;

.

,

62. Bahwa dengan meinbaca dan mengaitkan penerbitan Perppu o quo dengan kondisi
darurat kesehatan masyarakat saat ini, in aka penilaian dalam pengujian Lampiran UU
Nomor 2 Tahun 2020 initidak hanya akan menyandingkan aturan Lampiran UU ini
dengan norma konstitusi, melainkan juga dengan me Iakukan penilaian berdasarkan
ariasir-ariasir sebagai berikut: (1) adanya an cainan yang me inbahayakan (dongerous
threot); (2) adanya kebutuhan yang mengh^Iruskan dan bersifat proporsional
(reosonoble necessity ond proportiono11ty);(3) adanya batas waktu (limited time)(vide
Jimly Asshiddiqie, Hukum To to Negoro Dorurot, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persadar,
2007, hlm. 207); dan (4) adanYa jaminan pengawasan legislatif dan yudisial(vide Tom
Ginsburg dan Mila Versteeg, Stotef of Emergency, ' Port 11,
<https://blog. harvardlawreview. org/states-of-emergencies-partii/>, diakses pada
[27/06/2020];

.

63, Bahwa pertomo, adanya dongerous threot berarti menilai apakah me mang terdapat
kegentingan yang meinaksa atau keadaan darurat yang perlu segera diselesaikan,
bukan sekadar karena adanya kekosongan hukum (legolvocuum). Keduo, kebutuhan
Yang mengharuskan dan proporsionalitas bererti menilai apakah tujuan yang ingin
diea;iai dari penerbitan perppu dan apakah aturan tersebut sah dan penting? Apakah
ada hubungan rasional antara tujuan Yang ingin dicapai dengan care-cara Yang dipilih
untuk mewujudkannya me Ialui kebijakan hukum darurat? Apakah penting bagi negara
untuk mencapai tujuan tersebut? Dan apakah proporsionalitas telah tercapai antaraI .
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kepentingan publik dengan dampak terhadap kepentingan atau hak konstitusional
individu? Ketigo, berarti menilai perlunya pembatasan waktu untuk menyelesaikan
Readaan darurat dengan suatu hukum darurat. Keempot, berarti menilai dan
memastikan bahwa tindakan-tindakan Iuar biasa (extroordinory conduct) Yang
dilakukan di masa darurat dan beadasarkan pada hukum darurat berada di bawah

pengawasan ketat Iembaga legislatif dan Iembaga yudisial. Dengan menggunakan
perillaian tersebut di atas, diharapkan pengujian konstitusionalitas inI dapat
menghindari apa yang disebut o1eh Stefanus Hendrianto sebagai "... obusi've
constitutiono11^in in Indonesio, with the government's monogement of the pondemicos
o pretext", Yang artinya konstitusionalisme Yang sewenang-wenang, dengan
penanganan pandemi o1eh pemerintah sebagai dalihnya (vide Stefonus Heridrionto,
Eony WorningSignsofAbusive Constitutionoilsm in Indonesio. . PondemicosPretext, Int'I
J. Const, L. Blog Iun. 20, 2020, podo: http:/;,"WWW. iconnectblog. coin/2020/06/eony-
worning-signs-of-obusive-constitutiono1/5m-in-indonesio-pondemic-OS-pretexty");

.

.

A. Judul dan Pasal I ayat (3) huruf b Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Bertentangan
dengan Prinsip Negara Hukum, Asas Perundungan, Jaminan, dan Kepastian Hukum
yangAdil, dan Prasyarat "Kegentingan yang Meinaksa" daiam Penerbitan Perupu

64. Bahwa Pasa1 22 UUD 1,945 mein persyaratkan pembentukan perppu harus did asarkan
pada "halihwal kegentingan Yang meinaksa". Selanjutnya, daiam Putusan MK Nomor
1381PUU-V11/2009, tangga1 08 Februari 2010, MK memberikan penafsiran tentang
"kegentingan Yang me in aksa", yaitu harus memenuhi keadaan sebagai berikut:

a. adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;

b. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga tenadi
kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapitidak me madai;

c. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara me inbuat undang-
undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu Yang cukup lama,
sedangkan keadaan Yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

65, Bahwa chiain putusan, yaitu PutLisan MK Nomor I-21PUU~XII/2014 dan Putusan MK
Nomor 118-119-125-126-127-129-130-1351PUU-XII/2014, MK menafsirkan bahwa
perppu yang telah diterbitkan harus menyelesaikan masalah yang timbul seketika itu
juga atau bersifat "sontak segera". Selengkapnya, pernyataan MK ialah sebagai berikut:
Putusan MK Nomor 1-21PUU-kill2014
"13.251 ... PERPU horus meinpunyoi okibot prompt immediately yoitu 'ISOntok segero"
untukmemecohkonpermosolohon hukum. "

.

,

.
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Putusan MK Nomor 118-119-125-126-127-129-130-1351PUU-XII/2014
"[3.12] ... 8thwo Perpu podo dosornyo dibutuhkon o1eh penyelenggoro negoro don
Pemerintoh o90r negoro dopot bellolon dengon boik guno mengotosipermosolohon
yong sewoktu-woktu dopot in uricuj don untuk itu di^edukon solusiyong segero dopot
diloksonokon untok mengisi keodoon yong genting don memokso serto perlu
diselesoikon seketiko itujugo. Perpu bukonloh suotu o10t kekuosoon pontik, dojom ho/
inI Perpu merupokon 'escape clause' kepodo Presiden sebogoipemegong hok subjektjf
yong dibotosioleh konstitusi, "

66. Bahwa dalam teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, kata "dan/atau"
bertujuan untuk menguraikan rincian kumulatifdan alter natif(vide Lampiran 11 Undang-
Undang Nomor 1.2 Tahun 201.1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, hlm. 29). Artinya penggunaan kata "dan/atau" memberIkan opsi: (1)
me inilih seiuruh rincian yang dijabarkan; atau (2) memillh salah satu atau sebagian
rincian Yang chiabarkan;

.

67. Bahwa Iudul dari Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 ialah tentang "Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas SIStem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Colono Virus
015eose 2019 ICOVID-191 dan/atau Daiam Rangka Menghadapi Ancainan yang
Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan". 01eh
karena itu, Perppu o quo ditujukan untuk menyelesaikan persoalan: (1) penanganan
pandemi Corid~1.9; (2) menghadapi ancainan yang meinbahayakan perkonomian
riasional diluar implikasi pandemi CDVid-1.9; dan (3) menghadapi ancainan Yang
me inbahayakan stabilitas sistem keuangan diluar implikasi pandemi Covid-19. Halini
terkonfirmasi dalam ruang lingkup pengaturan yang diatur daiam Pasal I ayat (3) huruf
b UU Lampiran No. 2 Tahun 2020 Yang mengatursebagai berikut:
Pasal I ayat(3) Lampiran un ^0. 2 Tahun 2020
"UntukmeloksonokonAnggoron Pendopoton don BelonjoNegoro (APBN)sebogoimono
dimoksudpodo oyot(11 don oyot(2) dojom rongko. '
o. penongonon pondemiCorona Virus Disease 2019 (CowD-191, . don/otou
b. menghodopi oncoinon yong meinbohoyokon perekonomion nosionol don/otou

stobilitossistem keuongon,
perlu menetopkon keb^okon keuongon negoro don kebjokon stobilitos SIStem
keuongon, ";

.

,

68. Bahwa respon terhadap keadaan darurat kesehatan tecermin daiam konsiderans UU o

quo yang menjabarkan sebagai berikut

a. bahwa penyebaran Corono Virus 015eose 2019 (CoVID-1.9) yang dinyatakan o1eh
Organisasi Kesehatan Dunia tworld Heo1th Orgonizotion) sebagai pandemi pada
sebagian besar negara"negara di seluruh dunia, termasuk of Indonesia,
menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban
jiwa, dan kerugian material Yang semakin besar, sehingga be rimplikasipada aspek
5051al, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

.

,
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b. bahwa implikasi pandemi Corono Virus 015eose 2019 (CoVID-19) teleh
berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi riasional,
penurunan penerimaan negara, dan perilngkatan belanja negara dan
pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk meIakukan
penyelamatan kesehatan dan perekonomian riasional, dengan fokus pada belanja
untuk kesehatan, jaring pengaman SOSial(SOCiol solety net), serta pemulihan
perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat Yang terdampak;

c. bahwa implikasi pandemi Corono Virus 01seose 2019 (CoVID- 191 telah
beadampak pula terhadap meinburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan
dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu
dimitigasi bersama o1eh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK) untuk meIakukan tindakan antisipasi (forword looking) dalam rangka
menjaga stabilitas sektor keuangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, dan hurufc, P. emerintah dan Iembaga terkait perlu segera mensambil kebijakan
dan langkah-langkah Iuar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian
riasional dan stabilitas sistem keuangan me Ialui berbagai kebijakan relaksasi Yang
berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara IAPBN)
khususnya dengan meIakukan peningkatan belanja untuk kesehatan,
pengeluaran untuk jaring pengaman SOSial(SOCiol sofety net), dan pemulihan
perekonomian, serta mein perkuat kewenangan berbagailembaga dalam sektor
keuangan;

Apabi!a dicermati, konsiderans UU ini mengarahkan pada kegentingan Yang me in aksa
untuk menangani pandemi Covid-1.9 sekaligus implikasi Yang tenadi sektor
perekonomian riasional, fiskal, dan moneter;

.

.

69. Bahwa apabila Judu! dan Pasal I ayat (3) Lampiran UU in I dikaitkan dengan konsiderans
pembentukan Perppu, terlihat terdapat kontradiksi mengenai ruang lingkup
pengaturan. Konsiderans menghendaki segala up aya Iuar biasa pemerintah ditujukan
untuk menghadapi pandemi Covid-19, tetapiJudul dan ruang lingkup dalam Pasal I
ayat (3) Perppu ini ditujukan untuk menangani persoalan krisis ekonomi dan sistem
keuangan dalam lingkup Yang Iebih Iuas lagi diluar Yang bersangkutan dengan implikasi
Covid"1.9;

.

70, Bahwa seyogianya, ruang lingkup dalam UU in I dibatasi hanya untuk penanganan dan
penyelesaian implikasi pandemi Covid-1.9 saia, sebab klausulinilah Yang memenuhi
aspek "kegentingan Yang meinaksa", mengingat imminent donger telah bereda di
depan mata dan telah memenuhi prasyarat perppu Yang harus berlaku sontak segera,
sehingga halini belum memenuhi aspek necessity dan proportiono11ty pembentukan
hukum darurat. Pembatasan inijuga penting untuk memenuhi asas negara hukum,
terutama perihal pembatasan kekuasaan. Perluasan materi akan memberIkan

keleluasaan bagi pemerintah untuk menial an kan tindakan-tindakan Iuar biasa terhadap
krisis perekonomian riasional dan krisis sistem keuangan yang tidak ada sangkut
pautnya dengan pandemi Covid-19 dan hallni berpotensi untuk meinbuka pintu

.

,

,
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kesewenang-wenangan penyelenggaraan pemerintahan. 01eh karena itu, demi
memberIkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum Yang adjl bagi Pemohon dan
rakyat, mengingat penanganan krisis ini bertautan dengan pengelolaan APBN pula,
in aka perlu untuk me limitasi ruang lingkup UU o quo, yaitu hanya untuk penanganan
dan penyelesaian implikasi pandemi Covid-19 saia;

71. Bahwa dengan demikian, Iudul dan Pasal I ayat (3) buruf b Lampiran UU No. 2 Tahun
2020 sepanjang frasa "... don/otou Dojom Rungko Menghodopi' Ancoinon yong
Meinbohoyokon Perekonomion Nosiono/ don/otou Stobilitos 51stem Keuongon"
bertentangan dengan Pasal I Ayat (3), Pasa1 280 Ayat (1), dan Pasa1 22 UUD 1945.

B, Pasa12 ayat(I) hurufa angka I, angka 2, dan'angka 3 Lamplran UU No. 2Tahun 2020
Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Kedaulatan Rakyat, Fungsi
Pengawasan dan FungsiAnggaran DPR, serta Prinsip Penge!o1aan Keuangan Negara

,

.

72. Bahwa Pasa1 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan
kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan secara unilateral batasan defisit
anggaran dalam menghadapi pandemi Covid-,. 9 tanpa adanya persetujuan dan evaluasi
dari DPR. Selengkapnya, pasaltersebut mengatur sebagai berikut:
Pasa1 2 ayat (1) huruf a Lampiran un No. 2Tahun 2020
"0010m rongko peloksonoon kebjokon keuongon negoro sebogoimono dimoksud
do/Qin POSoll oyot{4), Pemerintoh berwenong untok:

a. menettrpkon botoson defisitonggoron, dengon ketentuon sebogoiberikut:
I. melompoui3% itIgopersen) dollProduk DomestikBruto (PDB)setomo muso

penongonon Corona Virus Disease 2019 (CowD-19) don/otou untuk
menghodopi oncoinon yong meinbohoyokon perekonomion nosionol
don/otou stobilitos SIStem keuongon pollng loino sompoi dengon
berokhimyo TobunAnggoron 2022,

2. sei'ok Tobun An99010n 2023 besoron densit okon kernbolimenjodipol^hg
tinggisebesor3% (tigopersen) don Produk Domestik Brato (PDB),. don

3. penyesuoion besoron dellsit sebogoimono dimoksudpodo origko I menj'oof
sebogoimono dimoksudpodo origk0 2 dimkukonsecoro bertohop.

Dalam Penjelasan Pasa1 2 ayat (1) huruf a, disebutkan bahwa "... Iumloh pin/'Qinon yong
dilokukon dojom rongkopeloksonoonpeleboron defjsjttersebutdibotosimoksim0/ 60%
(enom puluhpersen) don Produk Domestik Bruto ipDB);

73. Bahwa Pasa1 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 merupakan perubahan
atas Penjelasan Pasa1 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1.7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (selanjutnya disebut "UU Keuangan Negara") untuk menyesuaikan

.

,

Halaman 34 dan 71.



,

dengan keadaan darurat kesehatan Covid-19. Seiengkapnya, pasal tersebut
menguraikan:

Penjelasan Pasa1, .2 ayat (3) UU Keuangan Negara
"Dellsitonggoron dimoksud dibotosimoksim013% don Produk Domestik Bruto. Iumloh
pinj'Qinon dibotosimoksim0160% dollProduk Domestik Bruto".

74. Bahwa di saat negara berada dalam keadaan darurat atau krisis, pemegang kekuasaan
eksekutif, dalam halini Presiden, mendapatkan kewenangan sentral dan Iebih Iuas
untuk me Iancarkan tindakan-tindakan Iuar biasa secara Iebih cepat dan segera guna
mengatasi krisis Yang dihadapi. Pandangan ini seialan dengan pemikiran Bruce
ACkerman Yang menyatakan, "The porodigm cosefor emergency power hos been on
imminentthreot to the very existence of the stote, which necessitotes empowe/ing the
Executive to toke extroordinory meOSures. " (Bruce ACkerman, "The Emergency
Constitution", The Yole Low Journol V01. 713: 1029, diakses meIaiui
<https://digital commons. law. Yale. edu/cgi/viewcontent. cgi?article=1120&context=fss
_papers>, 2004, him. 1031) Artinya, paradigma kasus dari kekuasaan darurat Ialah
adanya an cainan yang segera terhadap suatu negara Yang mengharuskan kekuasaan
eksekutif untuk mengambil tindakan-tindakan Iuar biasa;

,

I .

75. Bahwa kendati kekuasaan eksekutif ditempatkan secara sentral dengan segala
wewenangnya untuk menangani keadaan darurat, dalam konteks keadaan darurat,
prinsip checks Grid bolonces untuk saling mengawasi dan menyeimbangi pelaksanaan
wewe nang antarlembaga tidak dapat serta inerta dinegasikan. Sebagai negara hukum,
penting untuk mengejawantahkan prinsip pembatasan kekuasaan daiam
penyelenggaraan negara, kekuasaan eksekutif harus tetap dikontrol agar tidak
mengarah kepada kesewenang"we nangan;

76. Bahwa di masa darurat kesehatan masyarakat sepertiini, kontrollembaga legislatif
(DPR) terhadap Iembaga eksekutif (Presiden) seharusnya diperkuat, untuk menghindari
tenadinya penyalahgunaan kekuasaan darurat. Mekanisme pengawasan dan kontrol
Yang khusus untuk keadaan darurat dari DPR (speciolmeosures o11egislotive oversight)
harus dualankan o1eh DPR untuk mengimbangi kekuasaan Presiden di masa darurat
Pasa1 20A Ayat (1) Uuo 1945 mengatur bahwa DPR meinilikitiga fungsi, yaitu fungsi
legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Di masa darurat, DPR harus Iebih
fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran;

,

,

77. Bahwa penyusunan dan pengelolaan keuangan negara, daiam halini yang tertuang
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bertalian erat dengan asas
kedaulatan rakyat. Semua kekayaan dan keuangan negara adalah inilik rakyat Yang
berdaulat, pemerintah hanya bertindak sebagai pengurus dan pengelola uang dan
harta rakyat (Jimly Asshiddiqie, Fungsi An990ron Dewon Perwokilon Rokyot,
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disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Urnum Badan Anggaran DPR R1, 2011, hlm
51. Artinya, penyusunan, perubahan, dan pengelolaan APBN harus didasarkan pada
persetujuan rakyat Yang direpresentasikan o1eh DPR me Iaiui pelaksanaan fungsi
pengawasan dan fungsi anggaran;

78. Bahwa terdapat empat catatan penting mengenai Pasa1 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU
No. 2 Tahun 2020, Pertomo, pemerintah berwenang menetapkan sendiri batasan
defisit anggaran tanpa memerlukan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD, Keduo,
pasalini tidak mengatur secara eksplisit persentase pelebaran defisit anggaran, aturan
in I hanya menetapkan besaran defisit akibat penanganan Covid-19 di atas 3% (tiga
persen). Ketigo, batasan defisit di atas 3% ditetapkan hingga paling lama sampai dengan
Tahun Anggaran 2022 berakhir tanpa adanya me kanisme evaluasi mengena; besaran
defisit of setiap tahun anggaran, aturan in I hanya mengatur penyesuaian penetapan
defisit dengan keadaan krisis dilakukan secara bertahap. Keempot, pelebaran defisit
anggaran tidak hanya ditujukan untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-1.9, tetapi
juga meIuas untuk menghadapi segala bentuk ancainan Yang meinbehayakan
perekonomian riasional dan stabiiitas sistem keuangan chiuar dampak wabah Covid-19;

I ,

.

79. Behwa pelebaran defisit anggaran merupakan konsekuensi dari pengeluaran negara
Yang Iebih tinggi daripada pendapatan akibat peningkatan belanja negara dan
pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19, Semakin tinggi persentase defisit

anggaran, in aka akan berdampak pada sumber pembiayaan, pemerintah berpotensi
untuk menerbitkan surat utang untuk menutupi defisit tersebut. Persoalannya, Pasal o
quo tidak memberikan rainbu-rambu pembatasan angka tertinggi defisit anggaran,
apalagi pelebaran ini tidak hanya ditujukan untuk menangani krisis akibat Covid-1.9,
me lainkan juga untuk menangani an caman dan krisis akibat kondisilain diluar Covid-

1.9. 01eh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang adjl dan menutup ruang
bagi penyelenggara negara untuk mein perlebar persoalan ataupun dijadikan dasar

penyelundupan tindakan-tindakan hukum Yang kontraproduktif bagi perekonomian
riasional dan stabilitas keuangan negara, in aka peruntukan pelebaran neraca defisit

harus dibatasi hanya untuk menangani Covid-19 dan krisis Yang timbul akibat Covid-3.9
saia;

I .

80. Bahwa penentuan pelebaran defisit seinestinya tidak dilakukan o1eh pemerintah secara

sepihak, melainkan me libatkan DPR dan pertimbangan DPD sebagai penyeimbang Yang

akan mengontrol, menilai rasiona!itas, dan memberIkan persetujuan terhadap
penetapan batasan defisit sebagai pengejawantahan fungsi konstitusional DPR, yaitu

fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (vide Pasa! 20A Ayat t1.1 UUD 1945) dan fungsi
pertimbangan DPD (vide Pasa1 23 Ayat PI UUD 1945). Seiain itu, DPR heridaknya juga

berperan daiam mengevaluasi besaran defisit dan kernampuan keuangan negara pada
setiap tahun anggaran, sehingga penyesuaian besaran defisit ditentukan berdasarkan

.
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, fungsi kontrolyang dilakukan o1eh DPR. Halini penting, sebab di masa darurat, Presiden

sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara dilengkapi kewenangan untuk
mengupayakan tindakan-tindakan Iuar biasa. Namun demikian, supaya tidak
menyimpang dari konstitusi, kekuasaan Presiden di masa darurat tetap harus diimbangi
o1eh kekuasaan legislatif yang meIakukan extroordinory meOSures of legislotive
oversight (tindakan-tindakan Iuar biasa daiam pengawasan legislatif);

81. Bahwa dengan demikian Pasa1 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020

bertentangan dengan Pasal I Ayat (2), Pasal I Ayat (3), Pasa1 20A Ayat (1), dan Pasa1 23
Ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: I. penetapan batasan defisit anggaran
o1eh Presiden dilakukan setelah dibahas bersama dan disetujui DPR dengan
me in perhatikan pertimbangan DPD; 2. penetapan batasan defisit anggaran me lampaui
3% dari PDB selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (CowD-191 paling
lama sampai dengan be rekhirnya Tahun Anggaran 2022 dengan didahului evaluasi di
setiap Tahun Anggaran

.

^

C. Pasa12 ayat(I) hurufe angka 2 Lampiran UU No. 2Tahun 2020 Bertentangan dengan
Kewajiban Negara Memenuhi HakAtas Pendidikan dan Jaminan, Perlindungan, serta
Kepastian Hukum yangAdil

82, Bahwa Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka 2 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatur
sebagai berikut:

Pasa1 2 ayat (^) hurufe Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
"Dojom rongko peloksonoon kebjokon keuongon negoro sebogoimono dimoksud
dojom POSol I oyot (4), Pemerintoh berwenong untuk. .... e. menggunokon origgoron
yong bersumber don:... 2. dono obodidon okumulosidono obodipendichkon, "
Penjelasan:
"tong dimoksud dengon 'okumulosi dono obodi pendidikon' odoloh okumulosi dong
obodi don tohun-tohun sebelumnyo don tidok termosuk porsi dono obodipendidikon
yong diolokosikon dojom An990ron Pendopoton don Belon/'o Negoro tobun hellolon, ";

83. Bahwa Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka 2 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan

kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menggunakan dana Yang bersumber dari
dana abadi pendidikan untuk penanganan pandemi Covid-1.9. Halini bertentangan

dengan esensi dari dana abadi pendidikan, yaitu untuk menjamin keberlangsungan

program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban
antargenerasi, sebagaimana diatur daiam Pasa1 2 Peraturan Presiden Nomor 1.2 Tahun

2019 tentang Dana Abadi Pendidikan (seianjutnya disebut "Perpres Dana Abadi

Pendidikan"). Adapun, dana abadi pendidikan ditujukan untuk me Iaksanakan program

a

.
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. lavanan, operasional, dan/atau untuk menambah dana abadi pendidikan. Program
lavanan me liputi be asiswa gelar dan nongelar seita pendanaan riset. Sementara itu,
program lavanan dan program lavanan lainnYa ditetapkan o1eh Dewan Penyantun (vide
Pasa1 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perpres Dana Abadi Pendidikan);

84. Bahwa Pasa1 31 Ayat (1) UUD 1,945 menjamin, setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan. Artinya, menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas

pendidikan setiap warga negara, salah satunya dengan mengelola dana abadi
pendidikan agar kesinambungan penyelenggaraan pendidikan riasional tetap tenamin;

85. Bahwa penggunaan dana abadi pendidikan untuk me Iaksanakan kebijakan keuangan
negara dalam rangka penanganan Covid-19 menimbulkan ketjdakpastian hukum, sebab
telah mereduksi hakikat dari dana abadi pendidikan. Pemerintah pun beTPOtensi
mengesampingkan tanggung jawab dan kewajibannya untuk memenuhi hak atas

pendidikan warga negara secara berkelanjutan dan lintas generasi. 01eh karena itu,

aturan ini harus dibatalkan karena bertentangan dengan norma konstitusi;

.

*'

86. Bahwa masih terdapat sumber anggaran lain Yang dapat dialokasikan untuk

penanganan Coyid-1.9 selain menggunakan dana abadi pendidikan, merujuk pada Pasal
2 ayat (1) huruf e Lampiran UU No. 2 Tahun 2020, yaitu sisa anggaran Iebih (SAL), dana

Yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana Yang dikelola o1eh Badan Lavanan
Urnum, dan dana Yang berasai dari pengurangan penyertaan modal negara pada Badan
Us aha Milik Negara;

.

87. Bahwa dengan demikian, Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka 2 Lampiran UU No. 2 Tahun
2020 bertentangan dengan Pasa1 31 Ayat (1) dan Pasa1 280 Ayat (1) UUD 1945,

D. Pasa1 2 ayat (1) huruffjo. Pasa1 16 ayat (1) huruf c dan Pasa1 19 Lampiran UU No. 2

Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Kedaulatan Rakyat,

Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPR, Independensi Bank Indonesia, dan
Prinsip Kepastian Hukum yang Adjl

,

I

88. Bahwa Pasa1 2 ayat (1) huruf f, Pasa1 1.6 ayat (1) huruf c, sena Pasa1 19 ayat (1) dan ayat
(2) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatursebagai berikut:

Pasa1 2 ayat (1) huruff Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
"Dojom rongko pelgksonoon kebjokon keuongon negoro sebggojmono dimoksud
dojom POSol I oyot (4), Pemerintoh berwenong untuk:... d. menerbitkon Surot Utong
Negoro don/otou Surot Belhorgo Syorioh Negoro dengon toyuon tertentu khususnyo
dojom rongko pondemi Corona Virus Disease 2019 (CowD-19) untuk dopot dibelioleh
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Bonk Indonesi0, 80don Usoho Miffk Negor0 18UMN), investor korporosi; don/otou
investor liter'

Pasa1 16 ayat (1) huruf c Lampiran un No. 2 Tahun 2020
"Untuk mendukung peloksonoon kewenongon KSSK dojom rongko penongonon
permosolohon stobilitossistem keuongon sebogoimono dimoksud dohm POS0115 0yot
(1), Bonk Indonesio diberikon kewenongon untuk. '... c. meinbellsurot Utong Negoro
don/otou Surot Berhorgo Syorioh Negoro bellongko polong of POSor perdono untuk
untok penongonon permosolohon 51stem keuongon yong meinboboyokon
perekonomion nosion04 termosuk Surot Utong Negoro don/otou Surot Berhorgo
Syorioh Negoro yong diterbitkon dengon toyuon tertentu khususnyo dojom rongko
pondemiCorona Virus Disease 201.9 (CowD-191"

Pasa1 19 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
(1) Bonk Indonesio dopot meinbell Surot Utong Negoro don/otou Surot Berhorgo

Syorioh Negoro bely'origkopon/'orig sebogoimono dimoksuddolom POS01160yot{11
huruf c of POSor Deadono yong diperuntukkon sebogoi sumber pendonoon bogi
Pemerintoh.

(2) Sumber pendonoon bogi Pemerintoh sebogoimono dimoksud podo oyot (1)
dipergunokon dojom longko pemulihon ekonomi nosionol termosuk men/ogo

kesinombungon pengeloloon keuongon negoro, memberIkon pityomon don
penombohon inodolkepodo Lembogo Peril'Qinin Simponon, sertopendonoon untuk
restrukturisosiperbonkon podo soot krisis;

I ,

,

89. Bahwa daiam ketiga pasal di at as, terdapat isu-isu krusial Yang menjadi catatan pentirig
bagi Para Pemohon, yaitu: (1) penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dilakukan secara sepihak o1eh pemerintah tanpa
me libatkan persetujuan DPR terlebih dahulu; (2) Bank Indonesia IBl) dapat me in bell
SUN dan/atau SBSN yang diterbitkan pemerintah of pasar perdana; dan (3) salah satu
tujuan penggunaan dana pembelian SUN dan/at au SBSN o1eh Blialah untuk menjaga
kesinambungan pengelolaan keuangan negara;

90. Bahwa penerbitan SUN dan SBSN merupakan salah satu potensi sumber pembiayaan
dalam APBN. Tujuan penerbitan SUN menurut Pasa1 4 Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara iselanjutnya disebut "UU SUN"), yaitu:

a. meinbiayaidefisitAPBN;
b. menutup kekurangan kasjangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas

penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun
anggaran;

c. mengelola portofolio utang negara.
Sementara itu, tujuan penerbitan SBSN menurut Pasa1 4 Undang-Undang Nomor 1.9

Tahun 2008 tentang Surat Belharga Syariah Negara iselanjutnya disebut "UU SBSN")
ialah untuk meinbiayai APBN termasuk meinbiayai pembangunan provek. Dalam
Penjelasan Pasal ini, "meinbiayai pembangunan provek" adalah meinbiyai
pembangunan provek-provek Yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN, termasuk

,
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provek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian,
Industri inariufaktur, dan perumahan rakYat;

91. Bahwa merujuk pada UU SUN dan UU SBSN, sebagai salah bagian dari sumber
pembiayaan APBN daiam keadaan tertentu, penerbitan SUN dan SBSN harus terlebih

dahulu mendapat persetujuan DPR. Hallni ditegaskan dalam pengaturan sebagai
berikut:

(1) Penerbitan Surat Utang Negara
harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan DPR.

(2) Persetujuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan
atas nilai bersih inaksimal Surat

Utang Negara yang akan
diterbitkan daiam satLi tahun

anggaran.

(3) Persetujuan DPR sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diberikan
pada saat pengesahan APBN,

(4) Dalam hal-hal tertentu, Meriteri
dapat menerbitkan Surat Utang
Negara meIebihi nilai bersih
in aksimal Yang teleh disetujui DPR
sebagaimana dimaksud daiam ayat
(2) setelah mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari DPR dan

dilaporkan sebagai Perubahan
APBN tahun Yang bersangkutan.

,

TabelV

Prasyarat Penerbitan SUN dan SBSN

*

(1) Penerbitan SBSN harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan
DPR pada saat pengesahan APBN
yang diperhitungkan sebagai
bagian dari Nilai Bersih Maksimal
Sumt Berharga Negara yang akan
diterbitkan o1eh Pemerintah

daiam satu tahun anggaran.
(2) Meriteri berwenang menetapkan

komposisi Surat Berharga Negara
dalam rupiah inaupun valuta

menetapkansertaasing,

komposisi Surat Berharga Negara
dalam bentuk Surat Utang Negara
inaupun SBSN dan hal-hallain
Yang diperlukan untuk menjamin
penerbitan Surat Berharga Negara
secara hati-hati

(3) Daiam hal-hal tertentu, 585N
dapat diterbitkan meIebihi Nilai

telahBersih Maksimal yang

sebagaimanad isetujui DPR

dimaksud pada ayat (1), Yang
selanjutnya dilaporkan sebagai
Perubahan APBN dan/atau

disampaikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran tahun Yang
bersangkutan,

. .
, , ,

.

.

.

.

92. Bahwa menilik pasaltersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa DPR me millki
peran penting dalam penerbitan surat utang, yaitu memberikan persetujuan atau tidak

memberikan persetujuan. Penerbitan utang negara dapat memberikan implikasi yang
Iuas bagi pengelolaan keuangan negara pada lintas generasi. Di sini, DPR berperan
untuk memberikan kontrol bagi pemerintah guna me mastikan peruntukan penerbitan
utang tersebut sudah tepat, ditentukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, dan masih
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dalam jumlah, suku bunga, dan iangka jatuh tempo Yang rasional dan tidak
memberat kan pemerintahan di periode selanjutnya;

93. Bahwa dalam konteks keadaan darurat kesehatan masyarakat, pengawasan (oversight)
DPR terhadap Presiden tidak dapat dinegasikan dengan alasan kebutuhan secepat-
cepatnya, malah pengawasan DPR harusnya diperkuat untuk menghindari
penyalahgunaan kekuasaan, Fungsi pengawasan adalah fungsi konstitusional yang
meIekat pada DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 20A Ayat (1) UUD 1945,
sehingga tidak dapat direduksi di masa kedaruratan seperti ini. Mekanisme
pengawasan dan kontrol Yang khusus untuk keadaan darurat dari DPR ISPeciol
meOSures of legislotive oversight) harus dijalankan o1eh DPR untuk mengimbangi
kekuasaan Presiden di masa darurat;

94. Bahwa dengan demikian, Pasa1 2 ayat (1) huruf f Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
badentangan dengan Pasal I Ayat (2), Pasal I Ayat (3), dan Pasa1 20A Ayat (1) UUD
1945 jika tidak dimaknai"... menerbitkon Surot Utong Negoro don/otou Surot Belhorgo
Syorioh Negoro dengon tuj'uon teltentu khususnyo dojom rongkopondemiCorona Virus
Disease 2019 (CoVID-19) dengon tellebih dohulu mendopotkon persetuj'uon DPR. .,";

,

,

95. Bahwa isu seianjutnya iaiah berkenaan dehgan BI Yang dapat me in bell SUN dan/atau
SBSN Yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana atau quontitotive eosing. Adanya
klausulini berpotensi mencoreng independensi Bl sebagai bank sentral Yang
diamanatkan dalam Pasa1 230 Uuo 1945 Yang kernudian ditegaskan kernbali dalam
Pasa1 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1,999 tentang Bank Indonesia,
sebagaimana telah diubah be berapa kali daiam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU Bank Indonesia"),
VBitu Bank Indonesia adalah Iembaga negara yang in dependen dalam me Iaksanakan
tugas dan wewe nangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain,
kecuali untuk hal-hal Yang secara tegas diatur dejam Undang-Undang ini;

96. Bahwa setidaknya terdapat 5 (Iima) alasan mengapa prektik quontitotive eosing perlu
d ihindari, yaitu

a. berpotensi melanggar prinsip independensi BI Yang dijamin o1eh konstitusi,
sebab ketika Bl dapat mein beli surat utang meIalui pasar primer, bukan pasar
sekunder, inaka secara tidak langsung Bl ditempatkan sebagai subordinat
pemerintah, sebab dalam hallni, Bl did orong untuk terus mencetak uang demi
memenuhi pembelian surat utang;

b. adanya risiko obstruction of prudent principle karena praktik ini
mencampuradukkan rezim fiskal dan monetef. Bl sebagai bank sentral
merupakan Iembaga Yang berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter
guna memelihara stabilitas mata uang dan mengendalikan inflasi, sedangkan
kewenangan pengaturan kebijakan fiskal untuk mengelola dan

.

.
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mengorientasikan perekonomian ialah tanggung jawab Yang dipegang o1eh
pemerintah, dalem halini Kernenterian Keuangan. Pembelian surat utang di
pasar primer merupakan tindakan untuk menutup defisit an88aran Yang
tergolong sebagai bentuk kebijakan fiskal. Tindakan ini bisa menjadi celah
intervensi pemerintah terhadap Bl;

c. dapat menimbulkan risiko pembelian tanpa batas. Bl ditempatkan sebagai lost
resort dalam pembelian surat utang negara. Meskipun begitu, prektik in I dapat
berujung pada hilangnya kapasitas Bl untuk menentukan kapan harus mein beli
surat utang dan kapan harus berhenti. Dikhawatirkan, sisa 910bolbondyangtidak
Iaku di pasar, akan dibebankan kepada Bl seluruhnya;

d. dapat menimbuikan risiko emisi di pasar primer. Pencetakan emisi baru bersifat
Iebih rentan, belum tentu dapat Iebih fleksibel untuk dijual akibat harganya yang
sangat tinggi;

e. berpotensi meniriibuikan risiko inoximum deficit pada kebijakan fiskal Yang
mendorong kecenderungan pemerintah untuk menerapkan belanja dengan
batas defisit inaksimum, sebab ada BI Yang sudah ditempatkan sebagailost
resort untuk me in beli surat utang negara di pasar perdana;

.

97. Bahwa beadasarkan argumentasi of atas, 2 ayat (1) huruf f sepanjang frasa "Bonk
In donesio" serta Pasa1 16 ayat (1) huruf c dan Pasa1 19 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
Yang mengatur Bl dapat mein bell SUN dan/atau SBSN di pasar primer bertentangan
dengan UUD 1945, khususnya Pasa1 230 dan 280 Ayat (1) UUD 1945.

,

E. Pasa12 aYat (1) hurufg Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Benentangan dengan Prinsip
Negara Hukum, Prinsip Kedaulatan Rakyat, serta Fungsi Pengawasan dan Fungsi
Anggaran DPR, serta Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara

98. Bahwa 2 ayat (1) huruf g Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatursebagai berikut:
Pasa1 2 ayat (1) huruf g Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
"Dojom rongko peloksonoon kebjokon keuongon negoro sebogoimono dimoksud
dohm POSoll oyot(41, Pemerintoh berwenong untuk, . g. menetopkon sumber-sumber
pembioyoon An990ron yong berosoldoridolom don/otou Iuornegerj";

4

99. Bahwa ketentuan inI memberIkan keleluasaan bagi pemerintah untuk menentukan
sumber-sumber pembiayaan Anggaran untuk penanganan Covid-19 beserta
dampaknya terhadap multiaspek secara unilateral. Pembacaan aturan ini perlu
dibarengi dengan Pasa1 2 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 yang
memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk meIebarkan batasan defisit menjadi
di atas 3% (tiga persen). Dengan kata lain, penetapan sumber-sumber pembiayaan ini
secara khusus ditujukan untuk menutup kernungkinan defisit di atas 3% (tiga persen)
tersebut;

.
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100. Bahwa berdasarkan Pasa1 11 ayat (2) UU Keuangan Negara, APBN terdiri atas anggaran
pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Ketika anggaran diperkirakan defisit,
Pasa11.2 ayat (3) UU Keuangan Negara memberIkan kewenangan untuk menetapkan
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut daiam Undang~Undang
tentang APBN. Halini menunjukkan bahwa sumber-sumber pembiayaan berikut
penggunaannya meIupakan bagian dari pengelolaan APBN Yang menurut Pasa1 23 Ayat
(2) UUD diajukan o1eh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan me in perhatikan
pertimbangan DPD. Keterlibatan Iembaga legislatif diperlukan untuk mengontrol
pemerintah supaya tidak keliru dan sewenang-wenang dalam menetapkan sumber
pembiayaan, seperti Yang tenadi daiam Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka 2 Lampiran UU
No. 2 Tahun 2020 Yang menggunakan anggaran yang berasal dari dana abadi dan
akumulasi dana abadi pendidikan;

101, Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPR dalam penentuan sumber-sumber pembiayaan
berarti telah mengesampingkan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR
sebagaimana diatur dalam Pasa1 20A ayat (1) UUD 1,945 serta menegasikan keberadaan
DPR sebagai representasi rakyat untuk memastikan pengelolaan keuangan negara
untuk sebesar-besarnya kernakmuran rakyat;

1.02, Bahwa dengan demikian, Pasa1 2 ayat (1) huruf g Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
bertentangan dengan Pasal I Ayat (2), Pasal I Ayat (3), Pasa1 20A Ayat (1), dan Pasa1 23
Ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "menetopkon sumber-sumber
pembioyoon An99010n yong berusoldoridolom don/otou Iuor negeriseteloh dibohos
bersomo don disetuj'uiDPR dengon meinperhotikon pertimbongon DPD".

.

,

F. Pasa1 3 ayat (2) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Asas Otonomi
Daerah

1.03. Bahwa Pasa1 3 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatursebagai berikut:
Pasa13 Lampiran UU No. 2Tahun 2020
0010m rongko peloksonoon kebjjokon of bidong keuongon doeroh sebogoimono
dimoksud dojom POSol I oyot (4), Pemerintoh Doeroh diberikon kewenongon untuk
melokukon pengutomoon penggunoon o10kosi origgoron untuk kegioton teltentu
Irefocusing), perubohon o10kosj don penggunoon An99010n Pendopoton don Belonj'o
Doeroh.

(1) Ketentuon mengenoi pengutoihoon penggunoon o10kosi origgoron untuk
kegioton tertentu (refocusing), perubohon o10kosj don penggunoon An99010n
Pendopoton don Belonjo Doeroh sebogoimono dimoksud podo oyot (1), diotur
dengon Peroturon MentoriDolom Negeri.

,

.

.
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104. Bahwa Pasa1 3 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan bagi
pemerintah daerah untuk meIakukan refocusing anggaran Yang merujuk pada are han
dari pemerintah, dalam halini Meriteri Dalam Negeri at au dengan kata lain, pemerintah
daerah berpotensi untuk didIkte o1eh pemerintah pusat mengenai pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran dalam penanganan Covid-1.9, terlebih apabila Peraturan
Meriteri Dalam Negeri kelak mengatur hal-hal Yang bersifat teknis rincian penggunaan
anggaran, bukan sekadar guidelines at au are han penggunaan anggaran;

1.05. Bahwa hal demikian dapat mereduksi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana
diatur dalam Pasa1 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945. Dalam hallni, pemerintah daerah
tidak .diberikan kernandirian atau ruang untuk menentukan sendiri penyesuaian dan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), padahal, penyusunan
dan pengelolaan APBD adalah salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah.
Di SISilain, tiap-tiap daerah menghadapi tantangan, kompleksitas, kebutuhan, dan
kernampuan Yang berbeda daiam penanganan Covid-1.9, sehingga pemerintah daerah
Iah yang seinestinYa memegang keridali penyesuaian anggaran untuk menghadapi
Covid-,. 9;

,

,

,

106. Bahwa dengan demikian Pasa1 3 ayat (2) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan
dengan Pasa1 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

G. Pasa1 4 ayat (1) huruf ajo. Pasa1 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Lampiran UU No. 2
Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Perlakuan Yang Adji dan Lavak dalam
Hubungan Keria serta jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yangFidll

107. Bahwa Pasa1 4 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatur sebagai
berikut

Pasa1 4 ayat(I) hurufa Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
"Kebtrokon of bidong peruo/'okon sebogoimono dimoksud dojom POSol I oyot (4)
menputi, 0. penyesuoion tonfPo/'ok Penghosilon Wonb Polok bodon doloin negeridon
bentuk usoho tetop, "

Pasa1 5 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan rincian keringan pajak,
yaitu sebagai berikut:
Pasa1 5 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
"Penyesuoion torii' Polok Penghosilon Woj'Ib Po/'ok bodon dojom negeri don bentuk
usoho tetopsebogoimono dimoksuddolom POS014 0yot(I) hurufo berupopenurunon
tonfPos0/170yot(11hurufb Undong-Undong mengenoiPojok Penghosilon men/'odi

a. sebesor22% (duo puluh duo persen) yong berloku podo Tobun Polok2020 don
Tobun Po/'ok2021; don
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108. Bahwa pandemi Covid-19 menimbulkan dampak kepada lintas bidang, tidak hanya
bidang kesehatan, malainkan pula salah satunya, bidang ekonomi dan bisnis. Akibat
pandemi Covid-19, produktivitas penyelenggaraan perekonomian semakin menurun.
Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya bell masyarakat, dan
produktivitas sektor bisnis, penting untuk memberikan irisentif berupa keringanan
pajak untuk wajib pajak badan Yang terdampak;

b. sebesor20% (duo puluh persen) yong mumiberloku podo Tobun Polok2022, "

109. Bahwa namun demikian, pemberian irisentif ini harus diiringi dengan kebijakan
jarangan pemutusan hubungan keria (pHK) o1eh perusahaan. Dampak dari pHK tentu
akan memberikan implikasi baru terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan
masYarakat. Beadasarkan data Kernenterian Ketenagakerjaan yang dirilis pada 20 April
2020, Iebih dan 2 juta penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan akibat jinbas dari
pandemi Covid-1.9. Berikut merupakan rinciannya:

TabelV!

Data Pemutusan Hubungan Keria Selama Masa Pandemi Covid-1.9

^

2

3

Formal

Informal

TOTAL

Sumber: LipLitan 6, 2 Into Pekeijo don UMKM 10di Kotoon, InIFokto-tokto pHKAkibot

Virus Corono, <https://WWW. liputan6. coin/bisnis/read/4235008/2-1uta-pekerja~dan-
urnkm-jadi-korban-ini-farta-fakta-phk-akibat-virus-corona#>, 1/1/05120201, 2020;

110. Bahwa o1eh karena itu, menjadi penting untuk menambahkan Iai'angan pHK secara

permanen o1eh perusahaan Yang akan diberikan irisentif berupa pengurangan pajak.

Hallni ditujukan untuk me mastikan agar krisis tidak berlanjut dan pekerja mendapat
jaminan dan kepastian untuk me in peroleh pekerjaannya kernbali pasca pandemicovid-

19 terakhir, serta untuk mewujudkan perlakuan yang adjl dan lavak dalam hubungan
keria;

11.1. Bahwa berkenaan dengan rincian irisentif keringanan pajak, untuk menciptakan

keringanan irisentif yang adji dan berkepastian hukum, persentase tidak dapat dipukul

rata untuk semua perusahaan. Persentase 22% di Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak
2021 serta persentase 20% di Tahun Pajak 2022 mesti ditafsirkan sebagai persentase

paling tinggi. Khusus bagi perusahaan Yang bergerak di bidang riset dan

pengembangan, kht:su'sriya yang memillki andil daiam penanganan Covid-19 dapat
ditetapkan irisentif keringanan in aksimal agar kegiatan riset dan pengembangan terus

berlanjut guna berkontribusi bagi percepatan penanganan Covid-19;

84.926

31,444

116,370

.

.

,

1,546,208

538,385

2,084,593
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11.2. Bahwa dengan demikian, Pasa1 4 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
bertentangan dengan Pasa1 280 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 apabila tidek dimaknai
ftpenyesuoion tonf Polok Penghosilon Wonb Polok bodon doloin negeri don bentuk
usoho tetop don 10rongon pemutuson hubungon keno (pHK)". Kernudian, Pasa1 5 ayat
(1) huruf a dan huruf b Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasa1 280
Ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai"0. porng tiringiseb^sol 22% (duo puluh
duopersen) donsebesor22% (duopuluh duopersen) khusus untukbodon dojom negeri
yong bergerok of bidong riset don pengembongon untuk penongonon Corona Virus
Disease 2019 (CoylD-19) yong bermkupodo Tohun Polok2020 don Tohun Polok2021, '
don b. pollng tinggisebesor20% (duopuluhpersen) donsebesor20% (duopuluhpersen)
khusus untuk bodon dojom negeriyong belgerok of bidong riset don pengembongon
untuk penongonon Corona Virus Disease 201.9 (CowD-191 yong inuloi belloku podo
Tohun Polok 2022".

H. Pasa1 4 ayat (1) huruf b, Pasa1 4 ayat (2), Pasa1 6, dan Pasa1 7 Lampiran UU No. 2
Tahun 2020 Bertentangan dengan Pengaturan Perpajakan, Kepastian Hukum yang
Adjl, dan Prosyarat "Kegentingan yang Meinaksa" daiam Penerbitan Perppu

11.3 Bahwa Pasa1 4 ayat (1) huruf b, Pasa1 4 ayat (2), Pasa1 6, dan Pasa1 7 Lampiran UU No. 2
Tahun 2020 kesemuanya merupakan pengaturan tentang pajak untuk Perdagangan
Me Iaiui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan ini pada dasarnya merupakan ruinusan
Pasa1 1.4 - Pasa1 17 Omnibus Low Rancangan Undang-Undang Perpajakan Yang
dititipkan sedemikian rupa dalam Perppu ini. Seiengkapnya, aturan tersebut berbunyi:
Pasa1 4 ayat (1) huruf b Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
"Kebjjokon of bidong perpojokon sebogoimono dimoksud dojom POSol I oyot (4)
meftputi: ... b. perlokuon perpojokon doloin kegioton Perdogongon Melolui 51stem
Elektronik".

Pasa1 4 ayat (2) Lampiran 00 No. 2Tahun 2020
"Perdogongon MeloluiSistem Elektronik (PMSE) sebogoimono dimoksudpodo oyot(I)
buruf b merupokon perdogongon yong tronsoksinyo dimkukon melo!ui serongkoion
perungkotdon prosedur elektronik"

I ,

.

Pasa1 6 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
(1) Perlokuon perpoj'okon dojom kegioton Perdogongon Melolui SIStem Elektronik

(PMSE!sebogoimono dimoksuddolom POS014 0yot(I) hurujb belupo:
a. pengenoon Poj'ok Pertombohon Niloiotos pemonfooton Borong Keno Poj'ok

ridokBerwujuddon/otouJosoKenoPojokdoriluorDoerohPobeon dido10m
Doeroh Pobeon meloluiPerdogongon MeloluiSistem F1ektronik (PMSE),, don
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b, pengenoon Polok Penghosilon otou poj'ok tronsoksielektronik otos kegioton
Perdogongon MeloluiSistem Elektroni'k (PMSE) yong dilokukon o1eh sub^^k
polok jugr negeriyong memenuhiketentuon kehodiron ekonomi'signofikon

(2) Pengenoon Polok Pertombohon Niloi otos pemonfooton Borong Keno Polok Tidok
Berwt!Iud don/atou 10so Keno Polok don luor Doeroh Pobeon of doloin Doeroh
Pubeon melolui Perdogongon Melolui 51stem Elektronik (PMSE) sebogoimono
dimoksudpodooyot(I) hurt{fomengikutiketentuon sebogoimono dimoksuddolom
Undong-Undong mengenoi Polok Pertombohon Nibi Borong don 1050 don Polok
Peril'uolon otos Borong Mewoh.

(3) Polok Pertombohon Niloi yong dikenokon otos pemonfooton Borong Keno Polok
ridokBerwujuddon/atGUIoso KenoPojokdoriluorDoerohPobeondidolom Doeroh
Pobeonsebogoimono dimoksudpodooyot(2) dipungut, disetorkon, don dimporkon
oreh pedogong Iuor neger4 Denyediojoso Iuor negerj Penyelenggoro Perdogongon
Melolui 51stem Elektronik ipPMSE) Iuor negeri; don/atou Penyelenggoro
Perdogongon MeloluiSistem Elektronik ipPMSE) dojom negerj yong ditun/'uk o1eh
MentoriKeuongon.

(4) Penyelenggoro Perdogongon Melolui 51stem F1ektronik (PPMSE) sebogoimono
dimoksud podo oyot (3) meIupokon peloku usoho penyedio solono komt, nikosi
elektronikyong digunokon untuk tronsoksiperdogongon.

(5) Pedogong Iuor negeriotou penyedrojoso Iuor negerisebogoimono dimoksudpodo
oyot (3) merupokon o10ng prtbodi otou bodon yong beltempot tinggol otou
bertempot kedudukon chiuor Doeroh Pobeon yong melokukon tronsoksi dengon
pembeli borong otou penerim0 1050 of dojom Doeroh Pobeon melolui 51stem
elektronik.

(6) Pedogong Iuor negerj penyedi0 1050 Iuor negerj don/titou Penyelenggoro
Perdogongon Melolui SIStem Elektronik (PPMSE) Iuor negeri yong memenuhi
ketentuon kehodiron ekonomisignjj7kon dopot diperlokukon sebogoibentuk usoho
totop don dikenokon Polok Pengho. sinn.

(7) Ketentuon kehodiron ekonomi signjfikon sebogoimono dimoksud podo oyot (6)
berupo. .
a, peredoron bruto konsolidosigrup usoho sompoidengonj'urnloh tertentu, .
b. peril'uolon chindonesio sompoidengonjumloh torrentu, ' don/otou
c. pengguno okt!finedIQ digitoldilndonesio sompoidengonjumloh teltentu.

(8) 0010m hol penetopon sebogoi bentuk usoho tetop sebogoimono dimoksud podo
oyot (6) tidok dopot dimkukon koreno peneropon penonjion dengon pemerintoh
negoro loin dojom rongko penghindoron polok belgondo don pencegohon
pengelokon polok, pedogong Iuor negerj penyedi0 10so Iuor neger4 don/otou
Penyelenggoro Perdogongon Melolui 51stem Elektronik (PPMSE) funr negeri yong
memenuhi ketentuon kehodiron ekonomisignjj7kon, dikenokon polok tronsoksi
elektronik.

(9) Po/'ok tronsoksi elektronik sebogoimono dimoksud podo oyot (8) dikenokon otos
tronsoksipenjuolon borong don/otoujoso donluorlndonesio meloluiPerdogongon
MeloluiSistem Elektronik (PMSE) kepodopembeliotoupengguno chindonesio yong
dilokukon oreh subjek polok Iuor negerj boik secoro longsung moupun melolui
Penyelenggoro Perdogongon MeloluiSistem Elektronik (PPMSE)Iuornegeri.

(10) Polok Penghosilon sebogoimono dimoksud podo oyot (6) 0tou polok tronsoksi
elektronik sebogoimono dimoksud podo oyot (8) diboyor don dimporkon o1eh

.

.

.

.
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pedogong Iuor negerj penyedi0 10so Iuor negerj don/otou Penyelenggoro
Perdogongon MeloluiSistem Elektronik IPPMSE)Iuornegeri

(11) Pedogong Iuor negerj penyedi0 10so jugr negerj don/otou Penyelenggoro
Perdogongon MeloluiSistem Elektronik (PPMSE)Iuornegerisebogoimono dimoksud
podo oyot (3) don oyot (10), dopot menun/'uk perwokilon yong bentedudukon of
Indonesio untuk mein ungut, menyetorkon, don meloporkon Po/'ok Pertombohon
Niloi yong terutong sebogoimono dimoksud podo oyot (3) don/otou untok
memenuhikewo/'Ibon Poj'okPenghosilonsebogoimono dimoksudpodo oyot{610tou
polok tronsoksielektroniksebogoimono dimoksudpodo oyot(8).

(12) Be50thyo torii dosorpengenoon, don toto coro penghitungon Polok Penghosilon
sebogoimono dimoksudpodo oyot(6) don polok tronsoksielektronik sebogoimono
dimoksudpodo oyot(8) dibturdengon otou berdosorkon Peroturon Pemerintoh

(13) Ketentuon Iebih 10nj'at mengenoi:
a. toto coro penun/'ukon, pemunguton, don penyetoron, serto peloporon Polok

Pertombohon Niloisebogoimono dimoksudpodo oyot(31,
b. kehodiron ekonomisignffikon sebogoimono dimoksud podo oyot(7), to to coro

pemboyoron don peloporon Polok Penghosilon otou polok tronsoksi elektronik
sebogoimono dimoksudpodo oyot(10),, don

c. toto coro penunjukon perwokilon sebogoimono dimoksudpodo oyot(21),
digturdengon Peruturon MentoriKeuongon.

*

Pasa1 7 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
(1) Pedogong Iuor negerj penyedi0 10so Iuor negerj Penyelenggoro Perdogongon

Melolui Sistem Elektronik IPPMSE) Iuor negerj don/otou Penyelenggoro
Perdogongon Melolui 51stem Elektronik (PPMSE') dojom negeri yong tidok
memenuhiketentuonsebogoimonodimoksuddolom POS0160yot(3) donpedogong
Iuor negerj penyedi0 1'050 Iuor negerj don/otou Penyelenggoro Perdogongon
Melolui 51stem Elektronik IPPMSE) Iuor negeri yong tidok memenuhi ketentuon
sebogoimono dimoksuddolom POS0160yot(10), dikenoisonksiodministrotffsesuoi
dengon Undong-Undong Nomor6 Tohun 1983 tentong Ketentuon Urnum don Toto
Coro Perpojokonsebogoimono teloh bebelopo koiidiuboh terokhirdengon Undong-
Undong Nomor16 Tobun 2009.

(2) Ketentuon mengenoi penetopon, penogihon, don upoyo hukum otos pengenoon
Polok Pertombohon Niloi otos pemonjooton Borong Keno Polok Tidok Berwuj'ud
don/otouJoso Keno PolokdoriluorDoeroh Pobeondidohm Doeroh Pobeon melolui
Perdogongon MeloluiSistem Elektronik (PMSE)serto pengenoon Polok Penghosilon
otou poj'ok tronsoksi elektronik otos sub^^k polok Iuor negeri yong memenuhi
ketentuon kehodiron ekonomisign!fi'kon sebogoimono dimoksud doloin POS01 6,
dimksonokon sesuoi dengon Undong-Undong Nomor 6 Tobun 1983 tentong
Ketentuon Urnum don Toto Coro Perpojokon sebogoimono ternh bebefopo koii
chuboh terokhirdengon Undong-Undong Nomor16 Tobun 2009

(3) Terhodop peloku kegioton Perdogongon Melo/ui 51stem Elektronik (PMSE)
sebogoimono dimoksud podo oyot (1), semin dikenoi sonksi odininistrotof/'ugo
dikenoisonksiberupo pemutuson okses setoloh diberiteguron.

(4) Pemutuson okses sebogoimono dimoksud podo oyot (3) dilokukon dohm hol
ketentuon sebogoimono dimoksud dojom POS01 6 0yot (3) 0tou POS01 6 0yot (10)

,

,

,
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tidok dipenuhi sompoi dengon botos woktu yong direntukon dojom teguron
sebogoimono dimoksudpodo oyot(3).

(5) Mentori' yong menyelenggorokon uruson pemerintohon of bidong komunikosi' don
informotiko berwenong untuk melokukon pemutuson okses berdosorkon
permintoon MentoriKeuongon.

(6) Ketentuon mengenoitoto coropemutuson oksessebogoimono dimoksudpodo oyot
(5) diloksonokon sesuoi dengon ketentuon peroturon perundong-undongon di
bidong informosidon tronsoksielektronik.

(7) Ketentuon Iebih 10njut mengenoitoto coro, .
o, pemberion teguron sebogoimono dimoksudpodo oyot(31, . don
b. permintoon pemutuson okses sebogoimono dimoksud podo oyot-(5), diotur

dengon Peroturon MentoriKeuongon.

Bahwa pengaturan Pasa1 4 ayat (1) huruf b, Pasa1 4 ayat (2), Pasa1 6, dan Pasa1 711.4.

Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak memenuhi unsur kegentingan yang mein aksa
sebagai prosyarat fundamental pembentukan perppu, sebagaimana dimaksud dalam
Pasa1 22 ayat(I) UUD 1945jo. Putusan MK Nomor 1381PUU-Vt1/2009 dan Putusan MK
Nomor I-21PUU-XII/2014. Terlebih, pengaturan mengenai perpajakan PMSE tidak
secara langsung bertautan dengan penanganan pandemi CDVid-1.9. Apabila tetap
dibutuhkan pengaturan mengenai pajak PMSE, seyogianya DPR menggunakan fungsi
legislasi untuk me in bentuk undang-undang yang mengatur tentang halini;

115. Bahwa selain itu, pengaturan pajak terhadap PMSE di atas seinestinya diatur di daiam
suatu undang-undangtersendiri, tidak disisipkan of daiam Perppu o quo. Seiatinya, UUD
1945 memberikan landasan terkait pengaturan pajak dan pungutan lainnya, daiam hal
in I kepabeanan, yang harus diatur dengan undang~undang, sebagaimana diatur dalam
Pasa1 23A UUD 1945 Yang be!bunyi:"Polok don punguton loin yong hers!fot memokso
untuk keperluon negoro dioturdengon undong-undong". Frasa "dioturdengon undong-
undong" berarti aturan tentang pajak dan pungutan lain yang bersifat me in aksa untuk
keperluan negara seinestinya me iniliki alas hukum tersendiri belupa undang-undang
dan tidak dicampur atau dititipkan dalam produk hukum lain. Haiini diperkuat o1eh
tafsiran MK dalam Putusan Nomor 012-016-0191PUU-IV/2006, tangga1 1.9 Desember
2006 halaman 283 Yang menyatakan:

"Don segi reknik perundong-undongon, froso 'diotur dengon undong-undong'
berortihorus dinturdengon undong-undong tersendiri. 01somping itu, froso 'diotur
dengon undong-undong'jugo berorti bohwo hol dimoksud horus diotur dengon
peroturon perundong"undongon do/Qin bentuk undong-undong, bukon dojom
bentukperoturon perundong-undongon loinnyo".

11.6. Bahwa dengan tidak adanya unsur kernendesakan dan tidak diatur di daiam satu Ienis
undang-undang tersendiri, ketentuan mengenai pajak terhadap PMSE tidak
memberikan jaminan, perilndungan, dan kepastian hukum Yang adjl(Pasa1 280 ayat 1/1

I *

.
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UUD 1945), Sebab secara formal, jenis peraturan perundang-undangan Yang dipilih
telah bernilaiin konstitusional;

11.7, Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di at as, Pasa1 4 ayat (1) huruf b,
Pasa1 4 ayat (2), Pasa1 6, dan Pasa1 7 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 karena
be itentangan dengan Pasa1 23A dan Pasa1 22 ayat(I) UUD 1945/b. Putusan MK Nomor
1381PUU-V11/2009 dan Putusan MK Nomor I-21PUU-XII/2014;

I. Pasa1 9 sada 10 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran un No. 2 Tahun 2020 bertentangan
dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Perlindungan, Jaminan, dan Kepastian Hukum
yang Adjl, serta Prinsip Prosyarat "Kegentingan yang Meinaksa" dalam Penerbitan
Perppu

11.8. Bahwa Pasa1 9 dan Pasa1 1.0 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatur tentang
pembebasan bea masuk, Yang selengkapnya sebagai berikut
Pasai 9 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020

"Meriteri Keuongon meminki kewenongon untuk memberIkon fosilitos kepobeonon
berupopembeboson atou keringonon bea inOSukdolom rongko.
o. penongononpondemiCorono Vints 015eose 2019 (CowD-19),' don/otou
b. menghodopi perekonomion keuongon yong meinboboyokon don/atou stobi/itOS

51stem oncoinon nosion01,

Pasa! 10 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
Perubohon otos bor, ,rig impor yong diberikon pembeboson beo inOSuk beldosorkon
tuj'uonpemokoionnyosebogoimonodimoksuddolom POS01250yot(I) Undong-Undong
Nomor 10 Tohun 1995 tentong Kepobeonon sebogoimono teloh diuboh dengon
Undong-Undong Nomor 17 Tohun 2006 tentong Perubohon otos Undong-Undong
NomorlO Tohun 1995, dioturdengon Peroturon MeriteriKeuongon.
(1) Perubohon otos borong imporyong dopot diberikon pembeboson otou keringonon

beQinosukberdosorkon toyuonpemokoionnyosebogoimonodimoksuddolom POSol
26 0yot (1) Undong-Undong Nomor 10 Tobun 1995 tentong Kepobeonon
sebogoimono teloh diuboh dengon Undong-Undong Nomor17Tohun2006tentong
Perubohon otos Undong-UndoiTg NomorlO Tohun 1995, diotur dengon Peroturoii
MentoriKeuongon.

,.

.

*

Adapun Pasa1 25 ayat (1) UU Kepabeanan berbunyi:
"Pembeboson beo musukdiberikon otosimpor:
o, borong perwokilon negoro OSIng beserto poro pelobotnyo yong beltugos di

Indonesio berdosorkon o505 timbolbo/Ik, .
b. borong untuk keperluon bodon internosionolbeserto pelobotnyo yong beltugos di

Indonesio, '
c. buku ilmupengetohuon, .
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d. borong kirimon hodioh/biboh untuk keperluon Ibodoh untuk urnum, Qin04 SOSi04
kebudoyoon otou untuk kepentingon penonggulongon bencon0 o10m,

e, borong untuk keperluon museum, kebun binotong, don tempot/Qin semocom itu
yong telbuko untuk urnum serto borong untuk konservosiolom,

f borong untuk keperluon penelition don pengembongon 11mu pengetohuon,
g. borong untok keperluon khusus koum tunonetro don penyondong cocotloinnyo,
h, persenjotoon, Qinunisj perlengkopon minter don kepolision, termosuksuku codong

yong diperuntukkon bogikeperluonpertohonon don keomonon negoro,
I. borong don bohon yong dinergunokon untok menghosilkon borong bogikeperluon

pertohonon don keomonon negoro, ,
I. borong contoh yong tidok untukdiperdogongkon, .
k. petiotou kernoson loin yong berisijenozoh otou obujenozoh, .
I, borongpindohon, ,

in. borong pribodipenumpong, owok sorono pengongkut, penntos botos, don borong
kirimon sompoibotos niloipobeon don/otoujumloh teltentu,

n. obot-oboton yong diimpor dengon menggunokon origgoron pemerintoh yong
diperuntukkon bogikepentingon inOSyorokot, .

o. borong yong ternh dieksporuntuk keperluon perboikon, pengedoon, donpengu/'ion, .
p. borong yong ternh diekspor kernudion diimpor kernbo/I dojom kuolitos yong somo

dengon kuol^tospodo soot diekspor. '
q. bobon teropimonusio, pengelompokon doroh, don bohon perilenisonjoringon. "

Kernudian, Pasa1 26 ayat (1) UU Kepabeanan berbunyi:
"Pembeboson otou keringonon beo in OSuk dopotdiberikon otos impol. '
o. borongdon bohon untukpembongunon donpengembongon Industritiolom rongko

penonomon inod04'

b, mesin untukpembongunon donpengembongon Industr,
c. borongdon bohondolom longkopembongunon donpengembongon Industriuntuk

longko woktu tertentu;

d. peroloton don bohon yong digunokon untuk mencegoh pencemoron lingkungon, .
e. bibit don benib untuk pembongunon don pengembongon Industri pertonion,

peternokon, otou perlkonon,
I hosi/IOUtyong ditongkop dengon sorono penongkop yong teloh mendopotizin,
g. borong yong mengolomi kerusokon, penurunon inutu, kernusnohon, otou

penyusuton volume otou herot koreno ohmioh ontoro soot diongkut ke dojom
doeroh pobeon don sootdiberikon persetujuon impor untuk dipokoj

h. borong oreh pemerintoh pusot otou pemerintoh doeroh yong dittyukon untok
kepentingun urnum,

i, borong untuk keperluon o10hrogo yong diimpor o1eh induk o190nisosio/ohiogo
nosion04'

I. borong untuk keperluon proyek pemerintoh yong dibioyoi dengon pintomon
don/otou biboh don /uornegerj.

k. borong don bohon untuk dioloh, dirokit, otou diposong podo borong loin dengon
toI'uon untuk diekspor. "

1.19. Bahwa ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk, sebagaimana
dimaksud dalam Pasa1 9 huruf b Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 ditujukan pada ruang
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lingkup yang sangat Iuas, tidak sebatas untuk penanganan pandemi Covid-19,
me lainkan pula ditujukan untuk menghadapi krisis perekonomian dan/atau stabilitas
51stem keuangan yang disebabkan seiain o1eh pandemi Covid-19. Ketentuan inI
seyogianya dibatasi dan fokus hanya untuk penanganan Covid-1.9 Saia Yang

persoalannya sudah berada di depan mata, supaya tidak tenadi penyelundupan
tindakan-tindakan dan/atau kebijakan-kebijakan inkonstitusional Yang dibalut legalit as
aturan hukum;

1.20. Bahwa kernudian, Pasa1 10 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 meinbuke iaian untuk
mengubah ketentuan pembebasan bea masuk atas barang impor beadasarkan tujuan
pemakaiannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 25 aYat (1) dan Pasa1 26 ayat (1)
UU Kepabeanan, me181ui Peraturan Meriteri Keuangan. Ketentuan ini telah
bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab perubahan
hukum hanya dapat dilakukan o1eh hukum Yang kedudukannya Iebih tinggi atau yan
setara. Peraturan meriteri secara hierarkis Iebih rendah daripada undang-undang,
sehingga tidak tepat apabila perubahan materi inuatan undang-undang diatur di daiam
Peraturan Meriteri Keuangan;

.

1.21, Bahwa untuk metaksanakan ketentuan UU o quo, Meriteri Keuangan menseluarkan
Peraturan Meriteri Keuangan Nomor 341PMK. 04/2020 tentang Pemberian Fasilitas
Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Bareng untuk Keperluan
Penanganan Pandemi Colono Virus Diseose 2019 (CoVID-1.9) (selanjutnya disebut
"PMK Nomor 341PMK. 04/2020"). Di dalam PMK o quo, Meriteri Keuangan telah
memberikan pembebasan bea terhadap barang-bareng impor yang ditujukan untuk
keperluan penanganan pandemi Covid-19 yang terbagi aTasjenis-jenis berikut:

a. bondsonitizerdan produk mengandung disinfektan;
b. test kit dan reogent laboratorium;
c. virus transfer media;
d. obat dan vitamin;
e. peralatan medis; dan
f. alat pelindung diri(APD);

122. Bahwa pada prinsipnya, barang-barang Yang diatur of dalam PMK 341PMK. 04/2020
merupakan perlengkapan Yang akan sangat menunjang percepatan penanganan
pandemi Covid-1.9 di bidang kesehatan. Akan tetapi, di SISilain, pengaturan daiam Pasal
1.0 ayat(I) dan aYat(2) Lampiran UU o quo menyalahiasas penting daiam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Meinpertahankan aturan inI akan menimbulkan
preseden buruk dan potensi penyalahgunaan di kernudian hari. 01eh karena itu, agar
aturan pembebasan bea terhadap alat-alat penunjang percepatan penanganan Covid-
1.9 tetap konstitusional, perlu me Iakukan perubahan bunyi pasal, yaitu pengaturan
meIaiui PMK tidak ditujukan untuk mengubah klausul daiam UU Kepabeanan,
me lainkan sebagai delegasi pengaturan Pasa1 9 huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020;

.

.
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1.23. Bahwa beadasarkan alasan di atas, Pasa1 9 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 se arian
frasa "... don/otou, . b. menghodopi oncoinon yong meinbohoyokon perekonomion
nosionoldon/otou stobilitos SIStem keuongon" bertentangan dengan Pasa1 22 Ayat (1)
UUD 1945jo. Putusan MK Nomor 1381PUU-Vt1/2009 dan Putusan MK Nomor 1-21PUU-
XII/2014. Kernudian, Pasa1 10 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 sepanjang frasa
"diotur dengon Peroturon MeriteriKeuongon" bertentangan dengan Pasal I Ayat (3)
dan Pasa1 280 Ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai"diotur
dengon undong-undong inI untuk Iebih loryut diretopkon melolui Peroturon Meriteri'
Keuongon", Seianjutnya, Pasa1 10 ayat (2) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan
dengan Pasal LAYat (3) dan Pasa1 280 Ayat (1) UUD 1945.

J. Pasa1 12 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinslp
Pengelolaan Keuangan Negara Yang Transparan dan Akuntabel untuk Sebesar-
Besarnya Kernakmuran .Rakyat serta Prinsip Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian
Hukum yang Adjl

~

.

124. Bahwa Pasa1, .2 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatur sebagai berikut:
Pasa1 12 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020

Peloksonoon kebjjokon keuongon negoro don longkoh-longkoh seb0 o1mono
dimoksud dojom POS01 2 sompoi dengon POS01 11 dilokukon dengon teto
meinperhotikon toto kelolo yong boik".

1.25. Bahwa pada prinsipnya, pasalini merupakan pakem agar pengelolaan kebijakan
keuangan negara untuk penanganan Covid-1.9 dilakukan dengan me in perhatikan tata
kelola Yang baik. Pengelolaan keuangan negara ini harus digunakan secara tepat
sasaran dan ditujukan sepenuhnya untuk penanganan Covid-19 dan krisis akibatnya
Tata keloia keuangan negara Yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan dan setiap
sen alokasinya harus dapat diketahui dan diawasi o1eh publik secara terbuka agar
peruntukkan anggaran ditujukan sepenuhnya untuk rakyat;

126. Bahwa pemerintah perlu menetapkan suatu akun rekening khusus Yang menam un
alokasi dana khusus penanganan Covid-19 dan krisis akibat Covid-1.9 untuk me mastikan
setiap uang negara Yang dialokasikan berdasarkan UU o quo tepat sasaran. Selain itu,
adanya rekening khusus ini akan memberikan kepastian hukum dan kernudahan bagi
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di satu SISi dan di sisilain juga
memudahkan publik untuk mengawal penggunaan anggaran penanganganan Covid-1.9
dan penanganan krisis akibat Covid-19. Penggunaan rekening khusus inijuga
dipraktikkan di Perancis seiama masa pandemi Covid-19. Perancis me informulasikan
program anggaran Yang meinungkinkan untuk mengelompokkan pengeluaran

.

.

Halaman 53 dan 71



.

I t

tambahan selama pandemi Covid~19 ke dalam suatu amplop anggaran (budgetory
envelope)terkhusus untuk merespon Covid-19 Yang disebut"Emergency PIOnjorheolth
crisis"(He Iene Barroy, Ding Warig, Claudia Pescetto, dan Joseph Kutzin, How to Budget
for CowD-19 Response? A Ropid SCOn of Budgetory MechoniSm in Highly Affected
Countries, World Health Organization, <https://WWW. who. int/docs/default-
source/health-finandng/how-to-budget-for-covid-19-
english. pdf?sfvrsn=356a8077_I>, 2020, hlm. 3);

127, Bahwa keberadaan akun khusus anggaran Covid-19 merupakan hal krusial, sebab
potensi penyimpangan anggaran Covid-19 sangat besar. Berkaca pada kasus
pengelolaan dana bencana dindonesia, penyimpangan dana bantuan bencana
menjadi tidak terhindarkan. Berikut merupakan kasus korupsi dana. penanggulangan
bencana alam Yang pernah tenadi dilndonesia:

Tabel Vll

Kasus Korupsi Dana Penanggulangan Bencana dilndonesia
.

I

.

Korupsi dana bencana
gempa untuk rehabilitas
gedung sekolah Kota
Mataram

2,

. .

KoriJpsi dana bantuan
bencana tsunami

Kabupaten Nias

3

, , .

Suap provek
pembangunan SIStem

penyediaan air minum
(SPAM) di Donggala,
Palu, SUIawesi Tengah

Ketua Komisi

N DPRD Kota

Mataram

Eks. Bupati
Nias dan

anggota
DPRD Kab.

Nias

..

TBhun 2018

.

8 pejabat
Kernenterian

PUPR

Tahun 201.1

,

4,2 Milyar

. .

,

Tahun 2018

Rp 3,7 iniliar
dari Rp 9,4

iniliar

2 tahun pealara,
denda 501uta

subsidair 2 bulan

kurungan

.

Nilai suap Rp
5,3 milla r,
UsD 5 ribu

dan SGD

22,100.

5 tahun penjara
denda Rp 200 juta
subsidair 4 bulan

kurungan

Anggiat dituntut 8
tahun penjara,

denda Rp 400 juts
subsidair 4 bulan

kurungan.
Sementara itu

Meina dituntut

5,5 tahun

perilara, denda Rp
300 juta subsidair
3 bulan kurungan.
Nazar dituntut 8

tahun pealara,
denda Rp 500juta
subsidair 4 bulan

kurungan,
sedangkan Donny

dituntut 5,5
tahun denda Rp

Tota I nilai

provek Rp 429
iniliar
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4 Bantuan rehab masjid

terdampak gempa

tsunami Nusa Tenggara
Baret

Data diolah dari berbagaisumber

128. Bahwa dengan demikian, Pasa1 12 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
bertentangan dengan Pasa1 23 Ayat (1) dan Pasa1 280 Ayat (1) UUD 1945 sepanjang
tidak dimaknai"Peloksonoon kebjjokon keuongon negoro don longkoh-/origkoh
sebogoimono dimoksud dojom POS01 2 50thpoi dengon POS01 11 dimkukon dengon
themperhotikon toto kelolo yong boik melolui penggunoon rekening khusus untuk
pengeloloon origgoron penongonon CoylD-29 don penongonon kr^s okibot pondemi
CowD-19 dengon meinperhoti'kon PIinsip tronsporonsidon prinsip okuntobi/itOS ".

AsN dari

Kantor

Wilayah
( Kanwil)

Kernenterian

Againa
(Kernenag)

NTB

Tahun 2019

.

K.

6 Millyar

Pasa123 ayat(I. ) hurufa Lampiran UU No. 2Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip
Negara Hukum dan Prinsip Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yangAdil

1.29

300juta subsidair
3 bulan kurungan

Bahwa Pasa1 23 ayat(I) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 memberikan kewenangan bagi
Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "01K") untuk mendukung pelaksanaan
kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas SIStem keuangan,
yaitu untuk:"... 0. memberIkon permtoh teltulis kepodo Iembogojoso keuongon untuk
melokukon penggobungon, peleburon, penguinbilolihonrlhtegrosj don/otou konversi";

4 tahun penjara
dan denda Rp 1.00
juta subsidair dua

bulan kurungan

130. Bahwa Pasal o quo memberikan kewenangan Yang besar bagi OiK untuk
merestIukturisasilembaga jasa keuangan Yang berpotensi mengalami kesulitan Yang
meinbahayakan kelangsungan usahanya secara cepat ditengah pandemi Covid-19 atau
dengan kata lain, OJK dapat mein aksa bank bermasalah untuk direstrukturisasi dan

me in aksa bank Yang sehat untuk bergabung, meIebur, mengambil alih, berintegrasi
dengan bank bermasalah. Sebelumnya, dalam kondisi normal, OJK hanya dapat
memberikan jinbauan restrukturisasi dengan terlebih dahulu menialan kan me kanisme
pengawasan intensif dan pengawasan khusus kepada Iembaga Iasa keuangan yang
bersangkutan;

I '

,

131 Bahwa klausulini berpotensi untuk disalahgunakan dan menimbulkan inorol hozord
Yang kontraproduktif bagi kesehatan perbankan dan stabilitas keuangan secara urnum
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Bank-bank Yang sebelumnya telah "sakit" akibat kesalahan pengelolaan da at
diselamatkan at as nama pandemi Covid-19. Praktik ini tengah tenadi, yaitu merger
antara PT Bank Pembangunan Daerah Bantek Tbk. (Bank Banten) dengan PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BIB) untuk mengantisipasi
tekanan bisnis Yang Iebih besar bagi Bank Banten akibat Covid-19. Bank Banten telah
bermasalah sebelum pandemi Covid-1.9 tenadi. Seiak tahun 201.7, saham Bank Banten
stagnan allevel Rp50 dan harganya tidak berubah sepanjang tahun. Berdasarkan
laporan keuangan pada 2018, Bank Banten mencatat rugi bersih senilai Rp1.31,07
iniliar, sedangkan pada tahun 201.9, Bank Banten rugi bersih meningkat menjadi senilai
Rpi. 80,70 iniliar. Pada tahun 2019, modal inti Bank Banten terkikis dari R 334,07 in 11iar
menjadi Rp154,13 millar. Kernampuan modal(copitolodequocyrotio) Bank Banten pun
tercatat mengalami penurunan ke level 9,01% (Bisnis. coin, Merger Bonk Bonten don
Bonk BIB. Slopo 01untungkon?,yong

<https://finansial. bisnis. coin/read/20200423/90/1232013/merger-bank-banten-dan-
bank-bib. -siapa-yang-diuntungkan>, 1/4/05120201, 2020;

1.32. Bahwa kendati modal bermasalah dan terus merugi, seiak tahun 2017, Bank Banten
tidak lagi di bawah status pengawasan khusus 01K, melainkan daiam status
pengawasan normal(Media Indonesia, Bonk Bonten Lepos doll Pengowoson Khusus,
<https://mediaindonesia. coin/read/detail/96648-bank-banten-Iepas-dari~
pengawasan-khusus>, 1/4/05120201, 2020). Terlebih lagi, BPK menemukan
permasalahan delam pengawasan 01K terhadap Bank Banten. Ternuan tersebut
merupakan hasil audit BPK terhadap pelaksanaan pengawasan bank urnum Yang

diselenggarakan OJK pada 201.7-?019 dan termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
Semester 11 2019. Berdasarkan ternuan BPK, OJK tidak memberikan rekomendasi

kepada Bank Banten untuk meIakukan koreksi atas nonpeiforming loon (NPL),
cadangan kerugian penurunan nilai(CKPN), dan/atau kewajiban penyediaan modal
minimum sesuai hasil pemeriksaan tahun 2018. Hal ini berekibat pada status
pengawasan Bank Banten per Desember 2018 tidak mencerminkan dan tidak dapat
mengantisipasikondisiterkini(Katadata, BPKTemukon Kebloion 01KdolomMengowosi
Tuj'uh Bonk, InI Rihcionnyo, <https://katadata. cold/berita/2020/05/12/bpk-ternukan-
kelalaian~o1k-dalam-mengawasi-tujuh-bank-ini-rinciannya>, 1/4/05120201, 2020);

.

133. Bahwa berdasarkan pada fakta di at as, OJK dalam menial an kan fungsi pengawasan dan
regulasi daiam keadaan normal belum dilakukan secara optimal, akan menjadiirasional
dan berbahaya apabila ditengah pandemicovid-1.9 01K diberikan we we nang yang Iebih
Iuas lagi untuk meinaksa restrukturisasilembaga jasa keuangan. Penambahan
wewenang initidak seialan dengan prinsip pembatasan kekuasaan yang d;saiikan dan
Pasal I Ayat (3) UUD 1,945 Yang menyatakan behwa negara Indonesia adalah negara
hukum. Di masa darurat sepertiini, penambahan kewenangan Iembaga tertentu
dengan menggunakan dasar hukum darurat (perppu) adalah satu praktik yang harus

.

.
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dihindari, sebab dapat mengarah kepada perluasan kekuasaan dan obuse of powerdari
kekuasaan Yang diperoleh tersebut;

134. Bahwa untuk menangani krisis akibat Covid-19, 01K dBpat merujuk pada pelaksanaan
wewenang OJK dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan Iselanjutnya disebut "UU PPKSK"). 01eh karena itu,
untuk menyesuaikan dengan prinsip negara hukum dan memberikan perlindungan,
jaminan, dan kepastian hukum yang adjl bagi stabilitas sistem keuangan dan
perekonomian riasional, patutlah Pasal o quo dibatalkan o1eh MK;

135. Bahwa dengan demikian, Pasa1 23 ayat (1) huruf a Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
bertentangan dengan Pasal I Ayat (3) UUD 1945 dan 280 Ayat (1) UUD 1945.

L. Pasa1 27 ayat(I), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Bertentangan
dengan Prinsip Negara Hukum, Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara, Kewenangan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kewenangan Kekuasaan Kehakiman, Prinsip
Persamaan di Mata Hukum (Equolity Before the Low), dan Prinsip Jaminan,
Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adjl

.

136. Bahwa Pasa1 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
memberIkan jinunitas bagi penyelenggara negara agar terbebas dari tuntutan hukum
dalam meIaksanakan ketentuan Perppu o quo. Di sisilain, pasal tersebut juga
menghindarkan pengelolaan keuangan negara darijeratan pasaltindak pidana korupsi,
sebab segala pendanaan Yang dikeluarkan untuk meIaksanakan Perppu initidak dapat
dianggap sebagai kerugian negara. Selain itu, pasalinijuga menutup pintu bagi warsa
negara untuk menggugat kebijakan dan tindakan pelaksanaan Perppu in I di peradilan
tata us aha negara. Seiengkapnya, pasal-pasal tersebut mengatur sebagai berikut:
Pasa1 27 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020

(1) Bioyo yong teloh dikeluorkon Pemerintoh don/otou Iembogo origgoto KSSK
dojom Jongko peloksonoon kebjjokon pendopoton negoro termosuk kebjokon
di bidong perpoj'okon, kebjjokon belonjo negoro termosuk kebjjokon of bidong
keuongon doeroh, kebirokonpembioyoon, kebjokon stubil^tossistem keuongon,
don progrom pemulihon ekonomi nosionoj merupokon bogion don bioyo
ekonomiuntukpenyelomoton perekonomion don krisis don bukon merupokon
kerugion negoro

(2) An990to KSSK; Sekretoris KSSl<. origgoto secretoriot KSSK, don pel'obot otou
pegowoiKementerion Keuongon, Bonk/ridonesio, OtoritosJoso Keuongon, serto
Lembogo Perilomin SImponon, don pel'obot loinnyo, yong berkoiton dengon
peloksonoon Peroturon Pemerintoh PenggontiUndong-Undong initidok dopot
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dituntut boik secoro perdoto moupun pidon0 11ko dojom meloksonokon tugos
didOSorkon podo Iktikod boik don sesuoi dengon ketentuon peroturon
perundong-undongon.

(3) Sego/o tindokon termosuk keputuson yong diombil berdosorkon Peroturon
Pemerintoh Penggonti' Undong-Undong inI bukon merupokon obiek gugoton
yong dopot diojukon kepodo perodilon tato usoho negoro

137. Bahwa dengan meinbaca Pasa1 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Lampiran UU No. 2
Tahun 2020 secara sistematis atau dalam satu nafas, sesungguhnya ketentuan inI
kontraproduktif dengan negara hukum, semangat antikorupsi daiamasas

penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi serta dalam praktiknya,
serta berpotensi mengesampingkan asas-asas urnum pemerintahan Yang baik (AUPB)
dalam pengelolaan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-1.9
Keberadaan Pasalini mengindikasikan adanya POSibilitas penyelenggara negara
menggunakan Pasal ini sebagai justifikasi untuk meIakukan tindakan-tindakan

inkonstitusional dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Padahal, merujuk pada
Tabel Vll Yang telah diuraikan sebelumnya, tindakan korupsi dana penanggulangan
bencana merupaRan SIIatu ironi yang tak terhindarkan, sebagaimana tenadi di Kota
Mataram, Kabupaten Nias, Kota Palu, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

,

.

138. Bahwa dianutnya asas negara hukum dalam UUD 1,945 ditujukan agar penyelenggaraan
negara tunduk pada hukum. Adapun cerminan dari asas negara hukum ialah negara
tunduk pada supremasi hukum, adanya persamaan di mata hukum (equolitybE:fore the
low), pembatasan kekuasaan agar tidak tenadi tindakan kesewenang-we nangan, dan
terbukanya akses atau kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan
pejabat administrasi negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap produk hukum,
kebijakan, dan tindakan Yang diambil harus merefleksikan asas negara hukum;

Argumentasi Pengujian Pasa1 27 ayat (L) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020

139. Bahwa perubahan mendasar UUD 1945 adalah desain ketatanegaraan meIaiui
perubahan fungsilembaga-Iembaga negara Yang inaria penerapan corek pembagian
kekuasaan (distribution of power) serta adanya pembatasan kekuasaan secara
horizontal VBitu dengan mendudukan Iembaga-Iembaga negara tersebut sebagai
Iembaga tinggi Negara, sekaligus dihapusnya Maielis Permusyawarakatan Rakyat (MPR)
sebagailebaga tertinggi Negara di at as Iembaga-Iembaga tinggi Negara Yang ada saat
ini dengan harepan telciptanya desain ketatanegaraan Yang saling mengawasi dan
keberimbangan (check ond bolonces);

.

140 Bahwa apabila dicermati, UUD 1945 setelah am andemei\ sedikitnya mengatur delapan
kekuasaan Negara Yang kesemuanya berada pada Iembaga-Iembaga negara yang
secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 antara lain Kekuasaan Mengubah dan
Menetapkan UUD (MPR), Kekuasaan Pemerintahan Negara, Kekuasaan Diplomatik,
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Kekuasaan Militer, Kekuasaan Pemberian Gelar Tanda Kehormatan ada pada Presiden,
Kekuasaan Pembuatan UU (DPR-Presiden), Kekuasaan Kehakiman (MA dan MK),
Kekuasaan Keuangan Negara (Presiden-DPR), Kekuasaan Fiskal Morieter (Bank
Sentral/Bank Indonesia). Kesemuanya merupakan Iembaga negara dengan tugas pokok
dan fungsinya masing-masing saling terikat dengan mengedepankan prinsip saling
mengawasi dan keberimbangan (check ond bolonces);

1.41. Bahwa pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan keberimbangan (check ondbolonces)
dalam konteks pengelolaan keuangan negara, UUD 1945 mengamanatkan tanggung
jawab pengelolaan keuangan negara terletak pada Presiden bersama-sama dengan
DPR untuk meruinuskan APBN in aupun APBN Perubahan. Selain itu, DPR me Iaksanakan

fungsi pengawasan terhadap anggaran. Amendemen UUD 945 juga menempatkan
kedudukan Iembaga negara yang mein11iki tugas pokok dan fungsi pengawasan
keuangan negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga ikhwal kekuasaan
keuangan negara, tanggung jawab penyusunan dan pengelolaannya beroda pada
Presiden dan diawasi o1eh DPR, kernudian BPK Yang khusus diberikan kewenangan
konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
(vide Pasa1 23E Ayat 111 UUD 1945);

.

142. Bahwa kewenangan konstitusional BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara dirumuskan daiam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut "UU BPK") sebagai aturan
derivatif Pasa1 23E UUD 1,945, Yaitu untuk me Iakukan pemeriksaan me Iaiuiserangkaian
proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Yang dilakukan secara in dependen,
obiektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara guna menemukan adanya kerugian negara/daerah Yang
me liputi kekuarangan uang, surat berharga, dan bareng yang nyata dan pastijumlahnya
sebagai akibat perbuatan me jawan hukum balk sengaja in aupun Iaiai;

1.43. Bahwa dalem pandangan Yang demikian, antara kekuasaan pengelolaan keuangan
negara dengan kewenangan konstitusional pengawasan BPK atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara untuk menemukan adanya kerugian negara/daerah
menjadi satu kesatuan fungsi Yang tak terpisahkan meIekat sebagai kewenangan
konstitusional BPK. 01eh karena itu, kekuasaan Keuangan Negara selain menjadi
kewenangan Presiden dan DPR, juga meIekat di dalamnYa kewenangan BPK Yang
menialankan kekuasaan Keuangan Negara daiam fungsi pengawasan dan tanggung
jawab pengelolaannya;

.

I

1.44. Bahwa Pasa1 27 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020, khususnya terhadap frasa
"bukon merupokon kerugion negoro" secara faktual telah menegasikan desain
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katatanegaraan Yang telah terumus dalam UUD 1945 Yang inaria pelaksanaan
Keuangan Negara daiam ketentuan Pasa1 23 Ayat (1) UUD 1945 wailb dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab. Apabila menggunakan pendekatan sistematis,
prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab tersebut merupakan sumber Iahirnya
kewenangan dari suatu Badan Pemeriksa Keuangan (vide Pasa1 23E Ayat 11.1 UUD 1945)
yang pada pokoknya meIaksanakan kewenangan pemeriksaan terhadap keuangan
negara Yang berpotensiterdapat unsur kerugian negara akibat perbuatan me lawan
hukum karena kesengajaan mapun Ialai, semata-mata mengejawantahkan pengelolaan
keuangan negara Yang berprinsip "terbuka dan be nanggung jawab";

1.45. Bahwa menetapkan tindakan-tindakan administrati+ pemerintahan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara ke dalam suatu norma dengan
memberIkan pengaturan Yang bersifat menegasikan prtnsip keterbukaan dan
bertanggung jawab dengan me rumuskan frasa "bukon merupokon kerugion negoro"
merupakan rumusan norma Yang kontradiktif karena kerugian keuangan negara
tersebut haruslah diposisikan meIekat sebagai unsur keuangan negara IPidana).
Kernudian, apakah dalam pengelolaan keuangan negara terdapat unsur kerugian
negara akibat dari kesengajaan atau kelalaian, ini merupakan ranah pembuktian Yang
menjadi kewenangan BPK untuk menelusuri potensi adanya kerugian negara,
sebagaimana diatur dalam Pasa1 1.0 ayat (1) UU BPK sebagai derivasi pengaturan Pasai
23 Ayat (1) UUD 1945, Yang menyatakan:
Pasa1 10 ayat (1) UU BPK
"BPK merinoi don/otou menetopkon Iumloh kerugion negoro yong diokibotkon oreh
perbuoton melowon hukum, boi secoro sengoj'o moupun 10/01 yong dilokukon oreh
bendohoro, pengelolo BUMN/BUMD, don Iembogo otou bothn loin yong
menyelenggorokonpengelobon keuongon negoro";

*

.

3.46 Bahwa apabila me 11hat kebijakan pemidanaan, khususnya dalam penanganan tindak
pidana korupsi, DPR bersama-sama dengan Presiden telah bersepakat menetapkan dan
me ruinuskan "kerugian negara" sebagai unsur pembentuk dari pada perbuatan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur daiam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dibuah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut "UU Tipiko!"), yaitu unsur "me rugikan
keuangan negara". Apabila mendasarkan pada penerapan prinsip legalitas daiam
hukum pidana, yaitu perbuatan me rugikan keuangan negara merupakan ruinusan delik
pidana korupsi yang diatur daiam UU Tipikor, sehingga tidak tepat merumuskan norma
penghapusan pemidanaan dalam norma Perppu tersebut. 01eh karena itu, pasalini
bertentangan dengan semangat antikorupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Yang bersih dan bebas korupsi(vide UU N0 28 Tahun 1,999 Tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, KOIusi dan Nepotisme);,

.

.
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147. Bahwa selain itu, dalam Pasa1 27 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 perlu ada
penegasan bahwa dana Yang dikeluarkan o1eh pemerintah dan/at au Iembaga anggota
KSSK merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari
krisis Yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Hallni ditujukan untuk memberikan
kepastian hukum dan memillki ruang lingkup yang terfokus pada implikasi pandemi
Covid-19, supaya tidak tenadi penyelundupan anggaran untuk krisis ekonomi diluar
akibat pandemi Covid-19;

148. Bahwa dengan demikian, jelas dan gainblang, frasa "bukon kerugion negoro" dalam
Pasa1 27 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 tidak mencerminkan pengelolaan
Keuangan Negara Yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab serta
bertentangan dengan Pasa1 23 Ayat (1) dan Pasa1 23E Ayat (1) UUD 1945. Selain itu,
pendanaan berdasarkan Pasa1 27 ayat (1) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 harus
dimaknai untuk penyelamatan perekonomian dari krisis Yang timbul akibat pandemi
Covid-19;

.

Argumentasi Pengujian Pasa1 27 ayat (2) dan ayat(3) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020
149. Bahwa amandemen UUD 1945 meIahirkan konsepsi bemegara beadasarkan negara

hukum (vide Pasal I Ayat t31 UUD 1945) Yang inaria menurut Jimly Asshiddiqie dalam
"Gogoson Negoro Hukum" berani, konsepsi negara hukum selalu diidealkan bahwa
Yang harus dijadikan panglima dalam bemegara adalah hukum, bukan polltik ataupun
ekonomi(the rule of/ow, notofmon);

.

150. Prinsip Negara hukum dalam ketentuan Pasal LAYat(3) UUD Tahun 1,945 menjadidasar
adanya pengakuan hak konstitusional warga Negara atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum Yang adjl serta perlakuan Yang sama df hadapan
hukum. prinsip tersebut secara sederhana dapat dimaknai tidak ada satupun warga
Negara balk dalam kua!itas apapun Yang kebalterhadap hukum. Bahkan seorang warga
Negara yang menjabat sebagai Presiden pun dapat diberhentikan (dimakzulkan)
apabila dapat dibuktikan yang bersangkutan memenuhi sYarat pemberhentian (vide
Pasa1 7A UUD 1,945). Bahkan, DPR Rl yang secara ekplisit disebutkan daiam Pasa1 20A
Ayat (3) UUD 1945 me millkj hak jinunjtas akan tetapj hak jinunjtas tersebut terbatas
dalam ranah pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akan terapi, apabila Yang bersangkutan
meIakukan tindak pidana inaka tetap dapat dilakukan dilakukan prosedur hukum
penyelidikan-penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan;

.

,

151. Bahwa keberlakuan Pasa127 ayat(2) dan ayat(3) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 secara
terang bendersng telah meIe. riggar prinsip negara hukum sebagaimana diatur daiam
ketentuan Pasal, . Ayat (3) Uuo 1945, serta bertentangan dengan prinsip perlakuan
yang sama di hadapan hukum Pasa1 27 Ayat (1) UUD 1945;
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152. Bahwa norma Pasa1 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 telah
menutup ruang masyarakat untuk mencarikeadian (occess to justice) akibat pemberian
jinunitas terhadap organ pelaksana Lampiran UU No. 2 Tahun 2020. Imunitas itu

memberikan kekebalan terhadap organ pelaksana Perppu tidak dapat dituntut secara
perdata in aupun pidana. Selain itu, jinunitas lainya yaitu mendudukan keputusan dan
tindakan administrasi organ pelaksana Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 dikecualikan
sebagai obiek Yang dapat digugat secara administrasi me Ialui Pengadilan Tata Usaha
Negara. Klausul pasalini telah jelas-jelas mengesampingkan in akna dan konsep negara
hukum yang diatur daiam Pasal I Ayat (3) UUD 1945;

153. Bahwa Iebih jauh dalam norma Pasa1 27 ayat (2) Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 Yang
mengatur"tidok dopot dituntutsecoro pidono don perdotojiko dojom meloksonokon
tugos didOSorkon podo Iktikot boik", kedudukan Iktikad baik daiam norma tersebut

merupakan ranah Yang perlu harus dibuktikan dan dapat diukur me Iaiui serangkaian
pembuktian di peradilan (persidangan) dan bagaimana in ungkin suatu peristiwa Yang
masih perlu dilakukan pembuktian apakah terdapat unsur Iktikad baiknya atau tidak
akan tetapi of awal sudah dieliminasi dan tertutup ruang pembuktiannya;

154, Bahwa bemegara berdasarkan hukum tentu me iniliki konsekuensilogis adan a 51stem
penegakan hukum Yang inaridiri dan tidak meinihak (Ihdependent ond importio/)
sebagaimana prinsip tersebut meIekat kepada kekuasan kehakiman yang secara

konstitusional menjadi kewenangan Mahkamah Agung Yang meinbawahilingkun an
peradilan urnum khususnya peradilan khusus tindak pidana korupsi dan perdata dan
peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam
Pasa1 24 Ayat(I) dan Ayat (2) UUD 1945;

155. Bahwa o1eh karena itu, penerapan Pasa1 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran UU No. 2
Tahun 2020 o quo secara nyata telah melanggar prinsip negara hukum dan prinsip
perlakuan sama di hadapan hukum sekaligus telah menggurangi dan mengambil
kewenangan organ kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri untuk
me inutus apakah halikhwal ada atau tidaknya iktikad baik dan menutup akses untuk
mencari keadialan karena tertutupnya pertanggungjawaban secara administrasi di
Pengadilan Tata Us aha Negara.

.

,

.

.

M. Pasa129 Lampiran UU No. 2Tahun 2020 Bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum
dan Prinsip Jaminan. , Perlindungan, dan Kepastian Hukum yangAdil

"
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1.56. Bahwa pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengumumkan status
kedaruratan kesehatan masyarakat akibat Covid-19yang semakin mewabah, menyebar
Iuas, dan menjatuhkan banyak korban, Yang didasarkan pada Keputusan Presiden
Nomor LITahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Colono
Virus 01seose 2019 (CoVID-191(selanjutnYa "Keppres Nomor 1.1 Tahun 2020") atas
am anat Pasa1 10 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan. Penalapan status kedaruratan
inijuga tidak terlepas dari pandemi memberikan dampak Yang Iuar biasa, hingga
meliputi aspek polltik, ekonomi, SOSial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta
kesejahteraan masyarakat allndonesia, Penetapan status ini me inbuka jalan bagi
pemerintah untuk menialan kan up aya-upaya Iuar biasa Yang bersifatlintas sektor untuk
menanganani dan meredam pandemi Covid-19 berikut implikasinya, salah satu upaya
yang dilakukan iaiah menerbitkan Perppu Nomor I Tahun 2020;

157. Bahwa menilik bagian konsiderans Lampiran UU No. 2 Tahun 2020, seiatinya UU o quo
ditujukan untuk mengatasi problema di bidang keuangan negara dan perpajakan yang
timbul akibat pandemi Covid-19. Perppu inI perlu dilimitasi sebagai dasar bagi
pemerintah untuk meIakukan tindakan-tindakan Iuar biasa dalam rangka
menyelamatkan kernerosotan di bidang kesehatan dan perekonomian riasional akibat
pandemi Covid-1.9. Dengan demikian, Perppu ini seinestinya hanya dapat berlaku
sebagai dasar hukum tindakan Iuar biasa pemerintah di masa darurat penanganan
Covid-19. Limitasi masa berlaku jin seialan dengan ruh negara hukum dalam Pasal I
Ayat (3) UUD 1945, seiatinya, kekuasaan of masa darurat harus dibatasi agar tidak
menimbulkan obuse of power, dengan cara, salah satunya, me in batasijangka waktu
keberlakuan suatu hukum darurat;

a

,

1.58. Bahwa Pasa1 29 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 mengatur. "Peroturon Pemerintoh
Penggonti Undong-Undong inI mumi berloku podo tonggol diundongkon" Sebagai
penutup, pasalini tidak memberIkan iangka waktu keberlakuan UU in I kendati telah
diterbitkan untuk menyelesaikan persoalan di masa darurat kesehatan masyarakat, The
noture of emergency low ditujukan untuk menyelesaikan persoalan ki'isis Yang telah
nyata-nyata tenadi di depan mata, supaya kernbali ke keadaan normal. Tidak in ungkin
negara terus me in pertahankan UU iniyang heridak menyelesaikan masalah krisis akibat
pandemi Covid-19 dan juga terus mein pertahankan status kedaruratan kesehatan
masyarakat;

.

159, Bahwa disisilain, baik UU Kedaruratan Kesehatan dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020
tidak mengatur sama sekal batasan waktu keberlakuan status darurat kesehatan ini.

Padahal di. satu sisi, mengutip Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh,
perppu, sebagai hukum darurat harus ada pembatasan masa waktu. Berdasarkan
konvensi ketatanegaraan di dunia, keadaan darurat bisa selama 3 (tiga) bulan, 181u
boleh diperpanjang selama 6 tenam) bulan. Setiap perpanjangan waktu tersebut.
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heridaknya dilakukan o1eh pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi
(vide HukumOnline, Bethincong Seputor Seluk Beluk Perppu dengon Doni'el Yusmic, <
https://WWW. hukumonline. coin/berita/baca/Its 95cb74elf3fe/berbincang~seputar-
seiuk-beluk-perppu-dengan-daniel-yusmic/>, diakses pada 125106/20201, 2017);

160. Bahwa o1eh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum Yang adjl, perlu dilakukan
pembatasan atau limitasi masa berlaku UU ini. Dalam hal ini, para pemohon
berpedoman pada hingga status kedaruratan kesehatan masyarakat Corono Virus
015eose 2019 dicabut o1eh Presiden;

1.61. Bahwa dengan demikian, Pasa1 29 Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan
dengan Pasal I Ayat (3) dan Pasa1 280 ayat (1) UUD 1,945 sepanjang tidak dimaknai
Peroturon Pemerintoh Penggonti Undong-Undong inI mumi berloku podo tonggol

of undongkon don hinggo Presiden Republik Indonesio mencobut stotus 'Kedoruroton
Kesehoton MOSyorokot Corona Virus Disease 2019 ICOVID-19)".

I ,

,

1.62, Bahwa Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 ditujukan untuk menangani krisis kesehatan dan
perekonomian Yang timbul akibat wabah Covid-19. Perppu ini berlaku dan me millki
kekuatan hukum mengikat sebagailandasan bagi pemerintah untuk meIakukan
tindakan-tindakan Iuar biasa di bidang keuangan negara dan perpajakan di masa
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 01eh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan
Yang dilaksanakan o1eh penye!enggara negara I^. erdasarkan Perppu ini seiama masa
darurat akan memberIkan implikasi hukum, kendati terdapat pasal-pasal bernilai
Inkonstitusional dan berpotensi untuk melanggar hak-hak konstitusional warga ne are
dan kewenangan konstitusionallembaga negara yang dijamin dalam UUD 1945;

163. Bahwa dengan demikian, sebagai bentuk speciol meOSures of Iudiciol oversight di
tengah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, penting bagi MK untuk
meinprioritaskan dan meinpercepat proses persidangan dan pemberian putusan
perkara o quo untuk menjamin bahwa segala tindakan-tindakan dan kebijakan Yang
diambiloleh penyelenggara negara beadasarkan Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 seialan
dengan nilai-nilai UUD 1945 dan tidak menabrak hak-hak dan/atau kewenangan
konstitusional warga negara dan Iembaga negara;

. . .

.

,

1.64. Bahwa beadasarkan argumentasi di atas, Para Pemohon memohon kepada MK untuk
mein prioritaskan penanganan perkara untuk menjamin agar norma dan pelaksanaan
Lampiran UU No. 2 Tahun 2020 sebagailandasan hukum penanganan krisis

.

.
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Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corono Virus Disease 2019 (CoVID-2019) seialan
dengan UUD 1945

Beadasarkan argumentasi Yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada
Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon
sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara Pengujian Formil

I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2, Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Colono Virus Diseose 2019 (CowD-19) dan/atau DBlam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Lampirannya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1.34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 651.6; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), cacat formii dan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945 dan tidak
me in 11iki kekuatan hukum mengikat;

a

.

3. Memerintahkan putusan ini dimuat'dejam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya

atau setidak-tidaknya;

Daiam Pokok Perkara Pengujian MaterIil

I. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untukseluruhnya;

a

2, MenyatakanJudul Undang-Undang Nomor2Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono
Virus 015eose 2029 ICOVID-19) dan/atau Daiam Rangka Menghadapi An cainan Yang
Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang dan Judul dalam Lampirannya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor1.34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 651.6;
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran.

.

I
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Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sepanjang frasa "... don/otou 0010m Rongko
Menghodopi Ancoinon yong Meinbohoyokon Perekonomion Nosionol don/otou
Stobilitos 51stem Keuongon" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1,945 dan tidak me iniliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal I ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Colono Virus Diseose 2029 (CowD-191 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 51stem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) sepanjang frasa "don/otou b. menghodopioncomon
yong meinboboyokon perekonomion nosionol don/otou stobilitos 51stem keuongon, "
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945
dan tidak me in 11iki kekuatan hukum mengikat "

h

.

4, Menyatakan Pasa1 2 ayat (1) huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corono Virus 01^eose 2019 (CowD-191 dan/atau Daiam Rangka
Menghadapi Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 651.6; Lembaran Negar8' Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak meiniliki kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai"menetopkon botoson defisit origgoron
seteloh dibohos belsomo don disetujui DPR dengon meinperhotikon pel'timbongon
DPD".

5. . Menyatakan Pasa1 2 ayat(I) hurufa angka I Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corono Virus Diseose 2019 (CowD-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-

a

.

.

Halaman 66 dan 71.



a

.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memillki kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai"... melompoui3% (tigo persen) dollProduk
Domestik Bruto (PDB) setomo ino50 penongonon doinpok Corona Virus Disease 201.9
(CoylD-19) pollng loino sompoi dengon belokhirnyo Tobun An990ron 2022 dengon
didohuluievoluosidisetiop Tohun An990ron".

6. Menyatakan Pasa1 2 ayat (1) huruff Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I TBhun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corono Virus 015eose 2019 (CoVID-191 dan/atau Daiam Rangka
Menghadapi Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 651.6; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak me millki kekuatan

hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai"menerbitkonSurot Utong Negoro don/otou
Surot Bethongo Syorioh Negoro dengon toyuon tertentu khususnyo dojom rongko
pondemiCorona Virus Disease 201.9 (CowD-19) dengon terlebih dohulu mendopotkon
persetujuon DPR untuk dopot dibelio/eh 80don Usoho Mink Negoro (BUMN), investor
korporosj don/otou investorritef;,

a 7. Menyatakan Pasa1 2 ayat (1) huruf g Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corono Virus 01seose 2019 (CowD-191 dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1.34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak me millki kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai"menetopkon sumber-sumberpembioyoon
An990ron yong berosoldoridolom don/otou Iuor negeriseteloh dibohos bersomo don
diset!{IuiDPR dengon meinperhotikon pertimbongon DPD",

I '
.

a

U

8. Menyatakan Pasa1 4 ayat (1) huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corono Virus Diseose 2019 (CowD-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
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Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1,945 dan tidak me millki kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai"penyesuoion tonfPo/'ok Penghosilon Wonb
Polokbodon dohm negeridon bentuk usoho totop don 1010ngonpemutuson hubungon
keu'0 (pHK)";

9. Menyatakan Pasa1 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Lampiran Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiiitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemicorono Virus 015eose 2019 ICOVID-191 dan/atau
Daiam Rangka Menghadapi Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
TBmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memillki

kekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai"0. pollng tinggisebesor22% (duo
puluh duopersen) donsebesor22% (duopuluh duopersen) khusus untukbodon dojom
negeri yong bergerok di bidong riset don pengembongon untuk penongonon Corona
Virus Disease 2019 (CowD-191yong berlokupodo Tobun Polok2020 don Tohun Polok
2021, . don b. pollng tinggisebesor20% (duopuluh persen) don sebesor20% (duo Dumb
persen) khusus untuk bodon dohm negeri yong bergerok di bidong riset don
pengembong6n untukpenongonon Corona Virus Disease 2019 (CowD-19) yong inuloi
berlokupodo Tobun Poj'ok 2022".

10. Menyatakan Pasa1 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corono Virus 01seose 2019 (CowD-191 dan/atau Daiam Rangka Menghadapi
Ancainan yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) sepanjang frasa "... don/otou, . b. menghodopi
oncoinon yong meinbohoyokon perekonomion nosionol don/otou stobilitos SIStem
keuongon" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1,945 dan tidak me millki kekuatan hukum mengikat;

45

,

b

t.
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1.1. Menyatakan Pasa11.0 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corono Virus 015eose 2019 (CowD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 51stem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) sepanjang frasa "diotur dengon Peruturon Meriteri
Keuongon" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1,945 dan tidak me in 11iki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
"diotur dengon undong-undong inI untok Iebih loryut ditetopkon melolui Peroturon
MentoriKeuongon".

I a

1.2. Menyatakan Pasa11.2 ayat (1) Lampiran Undang~Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corono Virus Diseose 2019 (CoVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memillki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai"Peloksonoon kebjjokon keuongon negoro don longkoh~
longkbh sebggoimono dimoksud dojom POS01 2 sompoi dengon POS01 11 dimkukon
dengon memoerhotikon to to kelolo yong boikdon meloluipenggunoon rekening khusus
untuk pengeloloon origgoron penongonon CowD-19 don penongonon krisis okibot
CowD-19 dengon meinperhotikon prinsip tronsporonsidon prinsip okuntobilitos".

,

1.3. Menyatakan Pasa1 27 ayat (1) Lampiran Undang"Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pensganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 51stem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corono Virus 015eose 2019 (CowD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang ILembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1.34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; Lembaran
Negara Republik Indonesia TBhun 2020 Nomor 87, TBmbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) sepanjang frasa "... don bukon merupokon kerugion
negoro" bel'tentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1,945 dan tidak me iniliki kekuatan hukum mengikat;

b
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14. Menyatakan Pasa1 27 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corono Virus Diseose 2019 (CowD-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) sepanjang frasa ",,. untuk penyelomoton
perekonomion don krisis" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memillki kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai"... untok penyelomoton perekonomion don krisis okibot
pondemiCOVID-19".

I a

3.5. Menyatakan Pasa1 29 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corono Virus 015eose 2019 (CowD-19) dan/atau Daiam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1.34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516; Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memillki kekuatan hukum men ikat

sepanjang tidak dimaknai"Peroturon Pemerintoh Penggonti Undong-Undong injinuloi
berloku podo tonggo/ diUndongkon don hihggo Presiden Republik Indonesio mencobut
stotus 'Kedoruroton Kesehoton MOSyorokot Corona Virus Disease 2019 ICOVID-191";

16. Menyatakan Pasa1 2 ayat (1) huruf e angka 2, Pasa1 3 ayat (2), Pasa1 4 ayat (2), Pasa1 6,
Pasa1 7, Pasa1 10 ayat (2), Pasa1 16 ayat (1) huruf c, Pasai 19, Pasa1 23 ayat (1) huruf a,
serta Pasa1 27 ayat (2) dan ayat (3) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corono Virus Diseose 2019 (CoVID-19) dan/atau Daiam Rangka
Menghadapi Ancainan Yang Meinbahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1.34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 651.6; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, TBmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak me iniliki kekuatan
hukum mengikat;

17. Memerintahkan putusan inidimuat daiam Benta Negara Republik Indonesia
sebagaimanamestinya.

Atau apabila Maielis Hakim Mahkamah Konstitusimemilikipendapatlain, inohon untuk
diputusyangseadil-adjlnya (exaequo at bono).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon
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da S. H.
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Muh. ImanDarwin, S. H. , M, H, Li.

Rahmah Mutiara, S. H.
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